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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NO]MIOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMiU卜 I DAERAH AIR MINUM TIRTA l亜 ALEM

DENGAN RAHM[AT TUHAN YANG lⅦAHA ESA

BUPATI KARO,

a. bahwa air minum dan air bersih merupakan salah satu
kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia sesuai dengan
standar kesehatan dan terpenuhi sesuai kebutuhan
masyarakat;

b, bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan badan usaha
milik daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan
masyarakat perlu melakukan peningkatan kinerja pemsahaan
urnum daerah air minum sebagai upaya untuk meningkatkan
pelayanan yang profesional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Femerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017 ter:tall.g Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a, huruf b, dan dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Malem;

1.Pasal 18 ayat(6)Undang― Undang iDasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

2.Undang―Undang iDrt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daeral■ Otonol■ Kabupaten― Kabupaten Ddam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Uね ra(Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1956 Nolrlor 58, Talrlbahan
Iメelnbaran Negara Republik lndonesia Nolmor 1092);

3. Undang― Undang Noimtor 23 Tahun 2014 tentang Pc]m.erintahan
Daerah (Lel■baran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nolmtor 244,Tambahan Lelmbaral■ Negara Republik lndonesia
Nonlor 5587)sebagailnana telah diubah beberapa kali,terakhir
derigan Undang― Undang Nolllor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang―Undang N01‐ Or 23 Tahun 2014
tentang Peinerintahan Daerah(1£mbaran Negara Republik
lndOnesia Tahun 2015 Nblllor 58,Tarrlbahan Lernbaran Negara
Republik lndonesia NoFnor 5679);

4.Undang―Undang...



/1.Undang―Undang Nol1lor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peratllran Pclnerintah Perlggarlti Un(1〔 避rlg一 Url(larlg Nolllor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Ketta rnerliadi Undang― Undang
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nornor 41,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia NorF10r 6856);

5.Undal■ g―IJndaing Nornor 3 Tahun 2023 tentang Provinsi
Suinatera Utara(Lelm_baran Negara Republl■ 』ndonesia Tahun
2023 :Nornor 55, Talllbahan Lernbaran Negara Republik
lndonesia Noll■ or 6864);

6.Peraturan PcII■erintah Norl■or 122 Tahun 2015 tentang
Pengelllbangan Sistem Penyediaan Air ふだin11111 (Lelllbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 NoI1lor 345、 Tarnbahan
Leinbaran Negara Republik lndonesia No]【 nor 5802);

7.Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2017 tentang iBadan
Usaha Milik Dlaerah (Lelnbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2017 Nolnor 305,Ta■lbahan LcIIlbaran Ne2ara_R_epublil(
Indonesia Nornor 6173):

8.Peraturall Menteri Dalanl:Negeri Nornor 37 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan PeI■ lberhentian Anggota :De、 van PengaⅥ7as

atau Anggota Kon■ isaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerall(Berita Negara Republi](lndonesia Tahun 2018 Nolllol・
700);

Dellgan Persetujuan Bersalina

DEヽ几″AN PERIVAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Mienetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN IJ]ヽ fU卜I DAERAH
AIR MINUヽ4 TIRTA MALEヽ 4.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalanl Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2,Pcrrlerintah DaeFah adalah Bupati Sebagai unSur penyelenggara

pernerintahall dacrah yang menlilllpin pelaksanaan urusan
pen■erintahan yang rnenjadi ke■venangan daerah OtOnOnl.

3.Pernerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pernerintahan oleh Peimterintah Daerah dan iDe、 van Peir、″akllan
Rakyat IDaerah Fnenurut aZaS OtOnOrl■ i dan tugaS pernbantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagairnana dirnaksud
dalarn Undang―Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahtln
1945。

4.Bupati adalah Bupati Karo.
5.:Kuasa Pernilik lvlodal yang selan」utnya disingkat KPIvf adalah

Bupati yang irneヽ wakili Pernerintah ]⊃ )aerah dalarrl kepenlilikan

kckayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan UInu11■
Dlaerah Air Minurll Tirta blalenl yang rnen■ egang kekuasaan
tertinggi dalarn Perusahaan UInurn Daerah Air NIinurn Tirta
Malern dan inernegang segala ke、 venangan yang tidak diserahkan
kepad〔ョヒDleヽυ、ran Penga恥ras atau lDireksi.

6.Deuran...



6.Dewan Iヽ rwakilan Ral¶ rat Daelah Kaじ■lpaten Karo yang
selanJutnya disingkat DPRD adalah lembaga pettvaklan ralγ at

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pcコnerintahan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan BelanJa lDaerah yang selanJutnya
disingkat APBD adalah rettcana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah`

8. Badan  Usaha  Milik  Daerah yang  selanJutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar rnodainya dilniliki oleh Daerah.

9。 Perusahaan Umtl爾 l Daerah Air Minunl Tirta Malem.yang
selanJutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Mttem adalah
BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air irlinunl yang
seluruh atau sebagian besar mOdalnya dilnilikl olch IDaerah.

10。 C)rgan adalah struktur kepengurusan yang lmengatur Perurnda
air Minum■ rta MalerrL.

11.Modal dasar adalah modd yang ditetapkan sebagai penye■ aan
inodal Perrlenntah Daerah Kabupaten KarO kepada Perumda Air
Minunl Tirta ldalen■ yang inerupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

12.MOdal ttsc"r adalah baJan撃odal dasar yang¨laれ dise“r

kepada Perurnda Air Minun■ Tilta Malell■ pada saat peraturan
daerah ini ditetapkan。

13.Air Minunl adalah air nlinuln yang diproduksi oleh Perumda Air
Minurrl Tirta Malem untuk keperluan sehari― hari yang Fne=lenuhi
sya.rat keschatan.

14.Tarif Air Minunl yang selaF」 utnya diSebut Tarif adalah kebtakan
biaya jasa layanan Air Minuln yang ditetapkal■ Bupati untuk
pelrlakaian sedap Hleter kubik(m3〕 atau satuan volu]餞 e lainnya
yang dibettkan oleh Perumda Air Minum■ rta Malem yang wttib
dibayar olch Pelanggan。

15。 Tarif Kesepakatan  adalah  Tarif yang  nilainya dihitung
berdasarkan kesepakatan antara Perulrlda Air Minunl Tirta
NIalelrl dan pelanggan.

16.:Dewan Pengawas adalah organ Perulrlda Fゝ ir MinuIIL Tirta Maleln
yang bertugas lnelakukan pengawasan dan inemberikan nasehat
kepada direkSi ddain mettalankan keglatan penguruSan
Perumda Air Minum■rね Malem.

17.:Direksi adalah organ Perlllnda Air Minunl Tirta Malein yang
be■an摂:ung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta
Malem untuk kepenangan dan tttum Perumda Air Minum■ rl,a

Malem,serta mewaHli Perumda Air Minum■ rta Mdem b轟k
didalam lnaupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang― undangan.

18.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk l■ elakukan
seleksi bakal calon al■ ggota lDew‐an Pengawasdan bakali calo■
anggota=)ireksi sampai pengangkatan oleh KPM,

19.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanJutnya disingkat UKK
adalah proses untuk inenentukan kelayakal■  dan kepatutan
seseorang untuk nlettabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan
anggota Di“ kd Perumda Ar Minum Tirta Mdem.

20。 Lembaga Proお siond adalah bada■ hukum yang meiniliki fungsi
dan keahlian untuk melakukan proses penilaian,■ lelnpunyai
lisensi  atau  sertiikasi  apabila  dipersyaratkan  untuk
mettdankan prOね Sinya, mempunyai reputaSi bttk untuk
llelakukan prOses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan
Pcrlgawas atau bai彊戒calon anl塵:01a Direksi yang ditelapkan bleh
Bupati.

21,Alat...



21.Alat:」 qajd adalah kekayaan Perumda Air卜 項inum Tirta]罐alerll yang

cepat dan IIludah diuangkan berupa aset yang tern■ asuk dalarll

aset lancar, lnvestasl Jangka panJang, aset tetap, aset tidak
beirヽん―rujud,aSet palak tangguhan dan asetlainnya.

22.Rencana Ketta dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya
disingkat RKノ ヘP adalah pedon■ an dan alat kendali inallalelinen
dalam inengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan
Perurnda Air Minuln Tirta l遁 aler11.

23.Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan
penyu Sutan, Cadangan ttljuan dan pengurangan yal■ g VLraiar

dalam perusahaan.
24.Rencana Strategi Bisnis rB=ssi4θ 3s P:α n/C◇ン貯Orα:θ P:α■ノadalah

dokuIIlen yang disusun olch Perurllda Air Minulll Tirta lMalern

berisi rencana perbaikan kinetta Perumda Air卜Iintlrn Tirta Mialelm

yallg terdiri dari aspek teknis,IIlanaleinen,dan keuangan 5(lirna)

tahunan.
25.Pesau‐γai adalah Pcga■vai Perurnda Air卜4inurl■ Tirta卜{alem.

26.Anggaran Pendapatan dan iBelarua Daerah yal■ g selanjutnya
disingkat APBE)adalah rencana keuangan tahunan IDaerah yang
ditetapkan dengan Peraturan]Daerah.

BAB II

NAゝ4A,LOGO DAN TE卜4PAT KEDUDUK:AN
Pasa1 2

(1)]Dengan Peraturan]Dacrah ini ditetapkan Perusahaan ilDaerah Air
卜linum Tirta ■Ialern yang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah TingkatII Karo Nolllor 10 Tahun 199◇
tentang Perusahaan Daerah Air 卜Iinu整l Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo dan Peraturan Daerah Tingkat II Karo Nolllor 24

Tahun 1997 tentang Nan■a dan Logo Perusahaan I)aerah Air
卜Iil■unl Kabupaten Daeral■ Tingkat II 1/〔aro,bentuk l〕adan hukum
perusahaan Daerah Air Minum Tirta Malem diubah mettadi

Perusahaan UinunllDaerah Air NIinulll dengan nal■a Perurnda Air
Minurn Tirta IИ alenl.

(2)Dengan peralihan status bentuk badan hukulin sebagairnana
diinakSud pada ayat (1) rnaka hak, keヽ Valiban, kCkayaan
dan/atau  kepeinlllikan  aset,  usaha,  pcrizinan  berusaha,
kepegaヽス″aian,dal■ /atau hubungan hukurrl yang tettadi atas naIIla
Perusahaan Daerah Air h霊 nu菫l Tirta Mialenl beralih inenjadi hak,

kelⅣajiban, kekayaan dan/atau kepenlilikan aSet,  uSaha,
periZinan beruSaha, kepegaヽ Vaian, dan/atau hubungan hukurn
Perurnda Air Minunl Tirta l〔 alen■ .

Pasal 3

(1)Perurnda Air Minum■rta Malem berkedudukan dan berkantor
pusat di KaballJahe.

(2)Perurnda Air卜[inunl Tirta l√ ale11■ dapat rnernbuka atau rnenutup
kantOr Cabal■ g, unit pelaVanan, dan/atau kantOr OperaSiOnal
lainnva.

(3)I(etentuan lebih lanjut inengenai kantor cabang,unit pelayanan,
dan/atau kantOr OperaS10nal lainnya Sebagairnana dilnakSu(1
pada ayat(2)diatur dalalll Peraturan iDireksi.

BAB III



BAB III

4ヽAKSUD DAN TUJUAN
Pasa1 4

Perulllda Air Minurll Tirta lИ alerrL,dibentuk dengan rnakSud untuk:
a.melliattlill lく CterSediaan air minuill kepada rnaSyarakat yang

melnenuhi standar kesehatan;
b.Inenjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung ja、 アab

sosial perusahaan didalarrl pengelolaan surnber daya alan■ ;dan
C. 11■ eningkatkan pelayanan keterSediaan aiF HlinuFII Seluruh lapiSan

n■asyarakat  sebagai  kebutuhan  dasar  dalam  inernenuhi
l´【ehidupan IIlanusla.

Pasa1 5

Pcrurnda Air卜4intl:齢Tirta卜Ialem dibentuk dengan tujtlan untuk:
a.penyediaan dan penyelenggaFaan pelayanan air lninurll kepada

rnasvarakat secara rnerata,tertib dan teratur;

b.Illernberikan lnanfaat bagi pcngernbangan perekononlian dacrahi
dan

C. inCmperCleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN JANGKAヽ VAKTU BERDIRI

Pasa1 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum■ rta Malem meliputi:
a.1■enyedial´【an AirゝЛinun■ yan3 1■■el■■enuhi syarat keschatan

bagi rnasyarakat Daerah;
b.11lenyediakan air baku;dan/atau
C. 」eniS uSaha laill yang rnenyangkut penge101aan air,

(2)Pengerl■banganjcnis usaha lain yang rnel■ yangkut pengclolaan air
Sel)agairnana dimakSud pada ayat(1)1・ uruf C dapat dilakukan
setelah inendapat persetttuan KPM.

:Pasa1 7

Pe::umda Air Minum Tirta A,{alem didirikan untuk jangka rvaktu tidak
farl-rafocLUT UULKJ.

BAB V
IV[ODAL

Bagian Kesat■ l

Surnber L4odal
Pasa1 8

(1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Malem, terdiri atas:
a. penJ-ertaan rnodal Daerah;
h ^irr i n 111- 'u. HtrUqr^^ari,

c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.

(21 Penyertaan modal Daerah setragaimana dimaksud pada ayat (1)
1., r-t tf ^ .1 --^r L.o-o, r-} o- .l--j .rr L(l L.t l cL Lr(:l'l"/cr L LrLr l) 1-{111 r-rL,l' Ltctr r.
o A PIlf'\. Aqn la+at,q. t LL uut

b. Konversi elari pinjaman.

(31 Pittaman一 、



(3)Pil電 arnan sebagailnana dirnaksud pada ayat(1)huruf b dapat
bersumber darl:
a.Pe11lerintah Daerah;
b.BUMD lainnya;dan/atau
c. Suinber  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang― undangan.

(4)Hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat(1)huruf c dapat
bersurl■ ber darl:

a.Pernerintah Pusat;
b.Pernerintah Daerahi
c.BUMD lainnya;dan/atau
d.stlrnber  lainnya  sesual  dengan  ketel■ tuan  peraturan

perundang― undangan.

(5)Sun■ber Modal lainnya sebagairnana dirrlaksud pada avat(1)
huruf d lneliputit

a.kapitalisasi cadangan;dan
b.keuntungan revaluasi aset.

(6)Modal Perumda Air Minum Tirta Malem,terdiri daril
a. rnodal dasari dan

b. rnodal disetor.

(7)MOdal dasar sebagailnana dirnaksud pada avat(6)huruf a,
sebesar Rp.52.356.434.889(11lna puluh dua rniliar delapan ratus
lirna puluh enarn Juta ell■ pat ratus tiga puluh ernpat ribu delapan

ratuS delapan puluh Sen■ bilan rupiah)SeSuai dengan haSil audit
BPKP Tahun 2021.

(8)lⅥodal disetor sebagail■ lana diinaksud pada ayat(6)huruf b
merupakan bagian lncdal dasar yang telah disetOr kepada
Perul■lda  Air   卜4inuin   Tirta   lば alelll  vaitu   scbesal・
Rp.52.856.434.889(1缶 na puluh dua lniliar delapan ratus lirna
puluh enarrLjuta elllpat ratuS tiga ptlluh ernpatiribu delapan ratuS

delapan puluh Serllbilan rupiah).

Pasa1 9

Modal Perurnda Air Minurrl Tirta Malerrl yang bersurnber dari
penyertaan l■odal Daerah rrlerupakal■ batas pertani雙 :ungawaban
Daerah atas kerugian Perunda Air Minunl Tirta卜 項alenl,

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
a,pendi五an Perl■lnda Air Minulll Tirta Mialern;dan

b.penamb滅 lan Modtt Perumda Ar Minum Titta Mdem.
(2)Penyeiaan璽 10dal Daer憂■ddam rangka penambahan modal

Sebagaitttana din■ akSud pada ayat(1)huruf b dilakukan untuk:
a.pengen■ bangan usaha;
b. penguatain struktur perinodalan;dan
c.penugasaFI Pernenntah Daerah.

(3)Penyertaan inOdal D,aerah sebagaiinana dilnaksud pada ayat(1),
dapat berupa uang dan barang nlihk lDaerah.

(4)Barang milik Dacrah sebagttmana dimaksud pada ayat(3),dinil滅
sesuai nil薇 rm pada saat barang milik Daerah dladikan
penyertaan lnodaliDaerah.

(5)Nllai...



(5)Nilai五1l sebagailnana dilnaksud pada ayat(4),diperoleh dengan
璽telakukan penafsiran haraga barang inilik:Daerah sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang― Undangan.

(6)Penyertaan l■odal Daerah dalarrl rangka pendi五 an sebagaimLana
dirnaksud pada ayat(1),ditetapkan dengal■ Peraturarl Daerah.

(7)Penyertaan  lnodal  iDaerah  untuk  penalnbahan  I1lodal
Sebagailnatta dilnak‐ Sud pada ayat(2), dilakSttnak‐ an Setelah
dilakukan analisis investasi oleh Pel■ erintah Daerall dan
tersedianya rencana bisnis Perunlda Air Minunl Tirta Malel■ .

Pasal ll

(1)Penyertaan I■ lodal lDaerah dalarll rangka pendirian Perurnda Air
Minum Tirta Malem dittukan untuk memenuhi modal dasar dan
I1lodal setor.

(2)Penyertaan l■lodal Daerah untuk lnenlenuhi lllodal dasar
Sebagail・3ana  dil理 _akSユ d Pada aVat(1}dilakSanal(all SeSuai

dengan  ketentuan  peraturan  perundang… undangan  yang
rllengatur rnengenai pengelolaan keuangan]Daerah.

(3)]Иodal disetor sebagairnana dilnaksud pada ayat(1)dipenuhi
paling larnbat 2(dua)tahun sQiak berdiri.

Bagian Ketiga
Perubahan Penyertaan Modal

Pasal 12

Penarnbahan 11lodal Daerah dilaksanakan sesuai dengan iKetentllan
Peraturan  Perundang― Undangan  yal■ g  inengatur  mengenal
pengelolaan keuangan lDaerah.

Bagian Kecll■ pat
Pinjantan
Pattal 1 3

(1)Perumda Ar Minum Tirta Malem daptt melakukan pittaman dari
lerrlbaga keuangan,Pclle五 ntth Pusat,Pe=le五 ntah Daerah,dan
suI■lber dana lainnya dari dalarrl negeri untuk pengel■ bangan
usaha dan_11■vestasi.

(2)Dalam h」 pittaman sebagamana dimaksud pada ayat(1)
mempersyaratkanjaminan,aset Perumda Air Minum■ rta Malem
yang berasal da五 hasil usaha Perumda Air Minunl Tirta Malenl
dapat dladikan jaminan untuk inendapatkan pil可 ainan.

(3)Dalam hd Perumda Air Minum■rta Mdem melakukan pittaman
Sebagamana dimaksud pada ayat(1)kepada Peme五 ntah Daerah,
tidak diperSyaratkarLjaminant

(4)Ketentuan nlengenai penerlrnaan pinialman sebagairnana
diIIlakSud pada ayat(1〕 夕dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang― undangan.

Bagian Kelinla
Hibah

Pasal 14

(1) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat menerima hibah.
(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam. . .



Bagian Keenam
Sumber Modal Lainnya

Pasal 15

(1)Dalam hd penyertaal■ modd bersuimber dari mOdtt kapitalisasi
cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan olch KPlM.

(21 Penye■ aall ■lodal yang bersu御 [ber dari mOdd kapitalisasi
Cadangan Sebagahnana dttna・kSud pada ayat(1),dttakSanakan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga… undangan yang
rnengatur lllengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasa1 16

(1)Pengurusan Perurnda Air MinurrL Tirta Mialerrl dilakukan 01Ch
crgan.

(2)Organ Perumda Air Minum Tirta Malem sebagairllana dimaksud
pada ayat(1)terdiri daril

a.KPⅣ [:

b.:Deuran Pengawas;dan
c.Direksi.

(3)Organ Sebagailnana dirnaksud pada ayat(2)dala=l rnelakukan
pengeinbangan usaha Pertllnda Air ⅣIinuHl Tirta Malelll
rllelakukan:

a. rapat tahunan;
b.rapat perSetujuan renCa■ a ketta al■ggaran Perumda Air

Minunl Tirta F{alenl;dan
c. rapat luar biasa.

(1)Ketentuan lebih lall可 ut mengenai Struktur Organisasi dan Tata
Ketta Perumda Air Minum■ rta Mdem ditempkan dengan
Peraturan Direksi.

(2)Kletentuan lebih lanJut mengenai penjabaran tugas pOkOk dan
fungsi pada Perurrlda Ail・  MinuコR Tirta L[alerFl diatur dengan
Peraturan E》 ireksi.

Pasal 18

Setiap Orang dalain pengurusan Perun■ da Air Minunl Tirta Malem
ddam l(Satu)daerah dttarang memilitt hubungan keluarga sampai
deraat ketiga berdasarkan gans lurus ke atas,ke bawah,atau ke
Sainping,terlmasuk hubungan yang tirilbul karena perka、 rinan.

BaJiall Kedua
KPM

Pasal 19

(U KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan pada
Perumda Air Minum Tirta Malern.

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang
membidangi pembinaan terhadap pengurltsan BUMD.

{3} Pelimpahan. . .

Pasal 17



(3)Pelirllpahan ke、 ″cnangan sebagaiinana dirnaksud pada ayat(2)
antara lain:

a.perubahan anggaran dasari
bo pengalihan aset tetap;
C.kettaSainai
d.investasi dan pernbiayaan, terinasuk peFIlbentukan anak

peruSahaan dan/atau penyertaan mOdal;
e. penyertaan modal Pernerintah lDaerah bersuFnber dari rnOdal

kapitalisasi cadangan,dan keuntungan revaluasi aseti

t  pengangkatan dan pernberhentian IDewan Pengauras, dan
Direksi;

g, penghasilan IDe、van Penga■vas dan]Direksi;

h.penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan,penlisahal■ ,peleburan,pengarllbilalihan,dal■

pernbubaran;dan
k,jarllinan aSet bettumlah lebih dari 509る (lilna puluh perSen)

dari」urnlah kekayaan bersih Perumda Air Minurn TiFta Malem
dalal■ 1(Satu)tranSakSi atau lebih・

(4)Pelal《sana ke、venangan sebagailnana dirnaksud pada ayat(2)dan
ayat(3)dapat dibcrikan insentif yang bersurnber dari hasil
pengelolaan Kekat,γ aan]Daeral■ Yang E)ipisahkan.

(5)Besaran insentif pelaksana ke跳 ″el■angal■ sebagailnana dilnakstld
pada ayat(4)ditetapkan berdasarkan:
a.target kinetta Peruinda Air Minum Tirta Malem;
b.klasi量kasi  hasil  pengelolaan  I(ekayaan  lDaerah  Yang

Dipisal■ kan sesuaijenis bidang usal■ al dan
c. laporan keuangan Peruinda Air NIinull■ Tirta]〔alem.

(6)Iくetentuan l■lengenai pelaksanaan ke、venangan dan insentif
pelaksalla kelミreinangan sebagairnana dirnaksud pada avat(2)
salnpai dengan ayat(5)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundanga―undangan.

Pasa1 20

KPNI tidak bertanggung jattrab atas kerugian Perumda Air卜 linurn
Tirtaヽ4alenl apabila dapat merllbuktikani

a.tidak rnel■ _punyai kepellltingan pribadi baik lal■ gsung inaupun
tidak langsung;

b.tidak terlibat dalain perbuatan n■ ela恥γan huktlrn yang dilakukan
oleh Perumda Air Minum Tirta Malem;dan/atau

C. tidak terlibat baik secara langsung rnaupun tidak langsung
menggunakal■ kekayaan Perurnda Air Minurrl Tirta l囃 alerll secara

lnelattran hukur11.

Bagian Ketiga
Dc■van Penga■vas

Paragl‐ af l

Pengangkatan
Pasa1 21

(1)Anggota lDeゝ /an Pengalvas terdiri dari unsur independen dan

unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perunciang―
undangan.

{2} Unsur. . .



(2)Unsur independen sebagaiFnana dirnakSud pada a)ア at(1)terdiri
atas:

a.anggota Dewan Pengawas BU:MD lain dan/atau al■ ggota
Deuran Penga、vas yang telah rnenyelesaikan inasajabatannya;

b.pensiunan pegawai BUMD;
c.linantan Direksi BUMD;dan
d.eksternal 131.J卜硬D selain tersebut pada huruF a,huruf b,dal■

hurufc.

(3)Unsur lndependen sebagailnana dirnaksud pada avat (2),
lnerupakan anggota lDe、 /an Penga、んras yang tidak ada hubungan

bisnls dengan iDireksl.

(4)lJnsur lainnya sebagattnana dimaksud pa(ia ayat(1)dapat terdiri
atas PQliabat Pernerintah Pusat dan PQliabat Pelllerintah iDaerah
yang tidak beltugas untuk lnelaksanakan pelayanan publik,

(5)Pejabat pernerintah Pusat dan p,Qiabat Pernettntah Daerah
sebagairnana dilnaksud pada ayat(5),diprioritaskan pQiabat yang
IIlelakukan evaluasi,pelnbinaal■ dan pengalvasan i3uRID.

(6)Pelayanan  publik  sebagaiI■ lana  dilllaksu(l  pada ayal (5)
rnerupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalarn rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap・、、irarga negara dan

penduduk ataS barang,」 aSa,dan/atau pelayanan adrlliniStratif
yang disediakan clel■ pel■yel.el■ggara pelayanan publil´【 sesual
dengan ketentual■ peraturan perundang― undal■gan.

Pasa1 22

(1)Anggota D)el町an Pengattras diangkat oleh KPM.

(2)SebeluIIl anggota Delvan Penga、 vas diangkat sebagailnalla
diinakSud pada ayat(1)dilak■ lkan prOSeS pelllilihan anggOta
De、van Pengattras rnelalui seleksi.

(3)Seleksi sebagairnalla dilnakslld pada ayat(2)terdiri atas:
a, seleksi adrninistrasi;

b.UKK;dal■
c. 、va、■rancara akhir.

:Pasa1 23

(1)Berdasarkan keputusan KPM, KPⅣ I Inenyerahkan kelvenangan
kepada Bupati selaktl penyelenggara Peittterintahan IDaerah untuk

rllelaksanakan seleksi anggota DeⅥアan Penga、″as dan anggota
Direksi yang rnasa jabatannya berakhir dan/ata■ l dalarll ha]
te可adi kekOSOngan jabatan.

(2)Penyerahan sebagairnana dimaksud pada ayat il)berakhir pada
saat pelaksal■ aan seleksi selesai dttakukan.

Pasa1 24

(1)Bupad Sebagailnana di■ 1laksud dalarn Pasa1 23 ayat (1)
肛LenugaSkan Perangkat Daeral■ yang nteinbidanぎ pernbinaan
terhadap pengurusan Bl[JlvID untuk inelaporkan kekosongan
jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta
Malenl yang inasajabatannya berakhir.

(2)Penyusunan kekOsOngan jabatall anggota lDewan Pengawas
Perumda Air Minum Tirta Malem yang masa jabatanya berakhir
Sebagailnana dimaksud pada ayat(1)dilakukan paling larnbat 6

(enam)bulan sebelum masa jabatan anttota Dewan Pengawas
berakh士 .

{3} Bupati



a.

b.

(3)Bupa饉  lmelaporkan kekOsOngan jabatarl anggOta Dew´ an
Pengalwias Perl曖 Inda alir NIinu=l Tirta 卜〔ale菫l sebagallnana
dimaksud pada ayat(2)kepada Menttri melttui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah pding lama 15(linla belas)ha五

‐ ketta Sttak lapOran dite五:菫la 01Ch Bupa種 Sebagain■ ana diinakSud
pada ayat(1)・

(4)Dalam htt anl響ota Dewan Pengawas Perumda ttr Minum Tirta
Mdem Hleninggtt dunia atau diberhentikan sewaktu― waktu,
Perangkat Daerah yang inerllbidangi pelnbinaan terhadap
pengurusan BUl幡 D)inelaporkan kekOsOngan jabatt kepada
Bupati.

(5)Bupatiコ建elaporkan kekosongan jabatan sebagaimana d撮 akstld
pada ayat(4)kepada Mente五 Dalam NegeA mel滅 ui Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lal■ a15{lima belas)hari
ketta Sttak tettadi kekOSOngan.

Pasa1 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

sehatjaslnani dan rohani;
memiliH keahlian,integritaS,kepemimpinan,pengdaman,j■ ur,
perilaku yang baik,dan dedikasi yang ting舒 ‐ullltuk lnemaJukan
dan mengerrLbangkan Perumda Air Minum Tirta Mdeln;
IIlel■ahanli penyelenggaraan peinerintahan lDaerah;
lrleinahami manttemen pertlSahaan yang berkaitan dengan sdah
Sttu fungtt manttCIIlen;
menyediakan w´ aktu yal■ g cukup untuk melaksanakan tugasnya;
bettaZah pdhg“ ndah S-1(Straね Sttu);

berusia paling種nggi 60(enam puluh)tahun pada saat mendaftar
pertan■a kali;

h. tidak perrlah dinyatakan pailit;
i.tidak pernal■ tte■adi anggota Direksi,Dewan Pengawas,atau

Koinisans yang dinyatakan bersalah inenyebabkan badan usaha
yang dipilnpin dinyatakan pailit;

j,  tidak Sedang inellialani SankSi pidana;dan

k.tidak Sedang rnelljadi pengurus partai potttik,calo■ Kepala
Daerah atau ctton Wakil Kepda Daerah,dan/atau ca10n al■ ggota
leJSlatif.

Pasa1 26

(1)Pelnilihan anggota Dewall Pengawas dilakukall oleh Panitia
Seleksi.

(2)Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengalwas sebagailnana diFnakSud
pada ayat(1)be」 umlah gangil dan pding sedikit beranggotakan:
a,perangkat Daerah;dan
b・  unSurindependen dan/atau perguruan tinggl.

(3)Panitia SelekSi Sebagailnana dilnaksud pada ayat{2)bertugas:
a・ Inenentukan」adWal Waktu pelaksanaan;
b.Inelakukan penja.nngan bakalcalon anggota Dewarl Pengawas

Perumda Ar Minum■ rta Mdem:
C,membentuk餞 m atau menuttuk lembaga pr。おSiOnal untuk

lnelakukan UKK;
d。 lnenentukarl forinula pennaian UKK;

e, コmenetapkan hasil penilaiani

■1■cnetapkan...
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f. 1■lenetapkan ca10n anggota E)eヽ wan pel■ gaヽ rヽaS Perurnda Air

IゝinuI11夕rirta■4alelll;dan

g. :rrlenindaklanjuti ca10n allggota E)e、 van Pel■ ga、ras terpilih

untuk diproses lebih lalljut il■ enurut ketentuan peraturan
perundang― undangan  dan/atau  kebttakan  Pernerintah
daerah.

(4)Panitia sel.oksi sebagaimana dirnaksud pada ayat(2)ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasa1 27

(1)Penunjukan lel■baga prOfeSiOnal Sebagairnana dirnakSud dalain

Pasa1 26 ayat(3)hurufc,olch Panitia seleksi linelinpertiml)angkan

paling sedikiti

a, keinalllpuan keuangan Pertlrnda Air卜 linuln Tirta lⅥ alern;

b.ketersediaan lernbaga profesionali dan
c.keterscdiaan surnber dava rnanusla.

(2)Proses penunjukan Lembaga Profeslonal sebagalinana dimaksud
pada ayat(1)dilakSanakal■ SeSuai dengan ketentuan peraturan
perundang― undangan.

Pasa1 28

(1)Panitia SelekSi rnelakukan penjaringan bakal Ca101■  anggOta
DettFan Penga、vas.

(2)Berdasarkan hasil penjaringan sebagairnana dilnaksud pada ayat
(1),Panitia SelekSi melakukan SelekSi adlliniStraSi・

(3)Seleksi acin■inistrasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (2)
dilakukan terhadap unsur independen dan Pejabat Pernerintah
]E)aerah  dengan  lmerllenuhi  paling  sedikit  persyaratan
SebagaiFnana dilrlakSud dalaln PaSa1 25 huruf f sarrlpai dengan
huruf k.

(4)Panitia SelekSilglenetapkan bakal Ca10n anggOta lDe｀
ran Penga・ raS

berdasarkan hasil seleksi adnlinistrasi sebagailnana dilnaksud
pada ayat(1).

Pasa1 29

(1)Panitia seleksi IIlelakl■ kan UKKi berdasarkan hasil seleksi
adn■inistrasi sebagairnal■a dilnaksud pada Pasa1 28 ayat(4).

(2)lJ:KK sebagaiinana diinaksud pada ayat(1)dilaksanakan oleh:
a. Tirn;atau
b. Lernbaga professiollal.

Pasa1 30

(1)U:KK dilaksanakan oleh Tin■ sebagairnana dirnakstld dalarn Pasal

29 avat(2)huruf a melibatl´【att konsultan perorangan.

(2)Tirrl atau I′ embaga Proねsional sebagaimana dittaksud dalam
Pasa1 29 ayat(2)bertugasi
a.Inelakukan proses UKK sesuaiindikator penilaian UKK;
b. rnenetapkan hasil penilaian U:KK;dan
c. lΥlenyarllpalka■ hasil penilalan kepada Panitia Seleksi.

(3)TirYl atau Lenlbaga Profesional sebagaiinalla diinaksud dalarn
Pasa1 29 avat(2)ditetapkan dengan Keputusan iBupati.

Pasa1 31



:Pasa1 31

Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf
a paling sedikit meliputi:
a. Pengalaman lxengelola perusahaan;
b. keahlian;
c. intregitas cian etika;
d. kepemimpinan;
e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerahl dan
f . memiliki kemauan -tang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasa1 32

UKK ca10n anggota lDeuran Pengawas paling sedikit rnelalui tahapani
a. psikotes;
b. ujial■ tertulis:

c. penulisan inakalah strategi pcngaⅥ/asan;

d.prescntasi rnakalah strategi penga、 7asan;dan

e. 、va、varlcara.

Pasa1 33

(1)Penildarlindikator UKK terhadap c」On anggOta Dewan Pengawas
dilakukan dengan inemberikan pembobotan yang terdiri atas:
a.pengalalnan lnengelola pertlsahaan;
b.keahlian;
co integritas dan etika;

d. kepenlilrlpinan;

e. pel■ahaman atas penyelenggaraan Peme五ntahan Daerah;
dan

i memilik kemauan yang kuat dan dedikasi dnggi.

(2)Setiap indikator UKK sebagttnlana dimaksud pada ayat(1)dirinci
sesuai dengan kebutuhan yal■ g ditetapkan Panida Seleksi.

(3)BObOt peniaian indikator UKK sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruF d darl huruf f ditentukan olch
Panitia Seleksi.

(4)BObOt penilaian indikator UKK sebagai=Lana dima,kSud pada ayat
(1)hurufe sebesar 20く る (dua puluh persen).

(5)Total bobot penttaian indikator UIKIK sebagaimana dimaksud pada
ayat(3)dan ayat(4)sebesar 1009%6(seratus persen).

(6)Kla盤壼kasi nil轟三Lkhir UKK=Lelipu饉 :

a.di atas 8,5(delapan koma五 ma)diκ komendasikan sangat
disarankan;

bo di atas 7,5(tttuh kOma Lm→ samptt dengan 8,5(delapan
kOma lim→ direkOmendaSikan diSarankan;

c.7,0(ttt■ lh l【ol■a nol)salnptt dengan 7,5争 ■苺uh kol■a lima}

direkO童 lendaSikan diSarankan dengan pengelllbangan i dan
d. di bawah 7,0 (tlttuh kolna no∋  direko■1lendasikan tidak

disarankan.

(7)Perhitungan penilaian indikator UKK sebagailnana dilnaksud
pada ay威 (1)tercantum ddaln Lalrkpiran yang tterupakan battan
種dak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

Pasa1 34...



Pasa1 34

(1)Bakal ca10n al〕 ggota De、 van Pel:〕 galwas yang diangkat inenjadi

ca10n anggota Dle恥 アan Pengawas yaitu bakal calon yang rnerrlenuhi

klasi■ kasi penilaian sebagairnana dirnaksud dalaIII Pasa1 33 ayat

(6)huruf a sanilpai dengan huruf C dan lnenliliki nilai akhir UKK
tertinggi secara berurutan,

(2)Calon anggOta lDe、 、1'an Pengawas sebagairnana dilnaksud pada

ayat(1)paling sedikit 3(tiga)orang dan paling banyak 5(lirna)
orang.

(3)Panitia SelekSi rnenyan■ palkan Calon Ang8ota:Dewan Pengavras

sebagalinana dirnaksud pada avat(2)kepada lBupati.

Pasa1 35

(1)BupatirnelakSanakan SelekSi tahapan WaWanCara akhir terhadap
calon anggota lDe、 ran Pel■ ga、イas sebagaimana diIIlaksud dalarrl

Pasa1 34 avat(3).

(2)Bupati rnenetapkan l(Satu)Ca10n anggota Deu.ran Pengawas
terpilih setelah lnelakukan 、va、 A′

rancara akhir sebagailnana

dilllaks■ ld pada ayat(1).

(3)DalalΥl hal terdapat」 abatan Ketua De、van Pengaヽvas, 3upati

terlebih dahulu lnenetapkan Ca10n Ketua lDeⅥ デan Penga、Fas

Terpilih.

(4)Bupati dapat rneininta rnasukan Ketua De、 van Pengawas atau

calon Ketua lDcuran Penga恥′as terpilih sebagaimana dilnaksud
pada ayat(3)untuk rnel■etapkan calon Anggota lDeuran Penga■ vaS

terpilih lainnya.

Pasa1 36

(1)Bupati I■lenyerahkan Ca10n Anggota Dewan Penga、アas terpilih

kepada KPL4.

(2)Calon  anggota  lDelwan  PengaWaS  terpilih  inelakukan
penandatanganan kontrak kine増 a sebelunl diangkat sebagai
anggota DeゝFan Pengauras.

(3)Selain linenandatangani kontrak kine● a sebagairnana dirnaksud

pada  ayat (2) calo■   anggCta  De跳′an  Penga■vas  terpilih

rnenandatangani surat pernvataan yang berisi kesanggupan
untuk IItel司 alankan tugas dengan baik,bcrscdia dibcrhentikan
seゝraktu―ミvaktu, dan tidak akan rnenggugat atau I・ lCngajukan
proses hukull■ schubungan del■ gan pernberhentian tersebut.

Pasa1 37

(1)Anggota De恥アan Penga恥アas diangkat dan ditempkan dengan
keputusan KP卜 1.

(2)J1lrrllah anggOta lDeヽVan Pengaヽ VaS paling banyak Salll― a del・ gal・

ju■1lah Direksi.

(3)]Dalan■ hal anggota lDeuア an Pengauras terdiri lebih dari l(satu)
Orang anggOta, rnaka l(satu)Orang anggota Dettran Pengaヽ ″as

diangkat scbagai Ketua DeⅥ′an Penga、vas.

(4)Penentuan junllah anggota De、 van Pengauras sebagailllana

dilnaksud pada ayat(2)dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan

efektivitas keputusan,penga、 vasan,dan pelllbiayaan.

(5)Komposisi...



(5)Konflposisi Julrllah al■ ggota lDe恥アan PengaⅥras sebagailnana

diIIlakSud pada ayat(4)ditentukan Sebagai berikuti

a. dalant haljurnlah anggota De、 van Pengauras sebanyak l(satu)
orang,berasal dari pejabat Pernerintah lDaerah;

b.dalarn halj■ lrnlah anggota De、van Penga、 vas sebanyak 2(dua)
orang,terdiri atas:

1) 1(Satu)Oral■ g plQlabat Pel■ erintah iDaerah dan l(Satu)
orang unsur independen;atau

2) 2(dua)orang pejabat Pelinerintah Daerah.
c. dalaI1l hal」unllah anggota lDe、van Penga、vas 3(tiga)orang

terdiri atas:

1) 1(satu)orang pく 1:labat PcIIlerintah ]E,aerah, dan 2(dua)
orang unsurindependeni atau

2) 2 (dua)orang pejabat Pernerintah ]Daerah dan l(satu)
orang unsur independen.

d.dalaFn hal」 urlnlah anggOta lDelwan Pengauras 4(el1lpat)orang
terdiri atas:

1) 1(satu)orang pejabat Pernerintah Pusat, 2(dua)orang
pQ:iabat Perrlerintah ]Daerah, dan l(satu)orang tinsur
indepcnden;atau

2) 1(satu)orang pQ:iabat Perllerintah Pusat, 1(satu)orang
pQ:iabat Pemeril■ tah IE,aerah, dan 2 (dua)crang unsur
independen.

e. dalalll hal junllah anggota:De、 van Pengawas 5(liina)orang
terdiri atasI

l) 1(satu)orang pq:iabat Penlerintah Pusat, 3(tiga)orang
petiabat PCInerintah lDaerah, dan l(Satu)Orang unSur
independen;

2) 1(satu)orang pe」 abat Peinerintah Pusat, 2(dua)Orang
pQliabat Pernerintah Daerah, dan 2 (dua)orang unsur
independen;atau

3) 1(satu)orang pejabat Pen■ eril■ tah Pusat, 1(satu)Orang
pe」 abat Pclnerintah Daerah, dan 3 (tiga)orang linsur
independen.

Pasa1 38

(1)Anggota IDe、van Penga、vas diangkat untuk rnasa jabatan paling
laina 4(ell■ pat)tahun dan dapat diangkat kernbali untuk l(satu)
kaliコnasajabatan.

(2)Ketentl■ an rnengenai seleksi bakal calon anggota :De、 van
Penga■ 'ヽaS Sebagailnana dimaksud dalarll Pasa1 22 ayat(2)tidak
bCrlaku bagi pengangkatan kernbali anggota lDle恥 アan Pcngalvas
Sebagairna'na dilnakSud pada ayat (1)yang dinilai n■ an■pu
rl101akSallLakan tugaS dengan baik Selarna nlaSa」 abatannya 01eh
KPM.

(3)Penilaial■ kelnampuan tugaS Sebagairnana dirnaksud pada ayat

(2)paling sedikit terhadap:
a. pelaksanaan pengattγasan tcrhadap Pcrurnda Air卜 Iin■lln Tirta

卜4alen■ :

b.perrlberian lnasukan dan saran atas pengelolaan Perulnda Air
卜4inum Tirta卜〔alcIIl;

c, penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
d・ antiSipaSi dan/atau nliniI・ laliSaSi te巧 adinya kCCurangani dan

e.pelnenuhan target kontral(kinetta.
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(4)Dalarn melakukan penilaiarl kemamputt tugas sebagamana
dimaksud pada ayat(3)berdas銀・kan dokumen pding sedikit:
a. rencana bisnis;
b.rencana ketta dan anggaran Perumda ttr Minum■ rta Malem;

c。  laporan keuangan;
d. lapOran haSil pengaFWaSan;

e. kOntrak l【 inetta;dan
i 五salah rapat dal■ kertas ketta Dewan Pengawas,

(5)Ddam htt a.nggota Dewain Pengawas diangkat kembali
sebagalnana diinaksud pada ayat(1),anggoね Delwan Pengawas
wa1lb inenandatangani kontrak kinetta・

(6)Penandatanganan kontrak kinetta sebagaiinana dilnakstld pada
ayat (5〕  dilakukan sebel■l■l pengangkatan_keinbali sebagai
anggota Dew・an Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 39

Dewan Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta

Malem; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem.

Pasa1 40

Dewan Pengawas dttam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalaln Pasa1 39,men■punyai wewenangi
a.menilai Hnetta Di“ ksi ddam mengelola Perumda Air Minum

Tirta Malemi
b. lnenilai  Laporan  Tri澤 √tllal■  dan  Laporan  Tahunan yang

disal■paikan Direksi untuk rrtendapat pengesahan Bupa種
;

c, 1llelninta  keterangan  I)ireksi  inengenai  pengelolaan  dan
pengen■bangan Perurnda Air Minunl Tirta Malem;dan

d.コmenguSulkan  pengangkatan,  peFnberhentian  Sementara,
rehabilitasi dan pel■ berhen壼an Direksi kepada KPM.

Pasa1 41

(1)Dewan Pengawas dapat rnengangk威 鸞orang sekretaris yang
dibiayal oleh Perl■ lnda Air Millunl Tirta Miale璽 1.

(2)Tugas sekreta重 s sebagairnana diinaksud pada ayat(1)untuk
窟len■bantu kelancarall pelaksanaan tugas E)ewan Pengalwas.

(3)Biaya yang diperlukan dalaln rangka pelaksanaan tugas anggota
Dewan Pengawas sebagaimana dima.ksud pada ayat (2)
dibebankan kepada peruコ nda Airヽ 411■unl Tirta里頭alenl dan dirnuat
dalam rencana ketta dan anggaran Perumda Air Minum Tirta
Mdem.

Paragraf 3
LararLgan
Pasa1 42

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua)
jabatan Anggota Dewan Pengawas.

(2)Anggota..



(2)Anggota lDe■van Pengaゝras dilarang ineinangktl jabatan rangkap

sebagal:

a.anggota lDireksi pada BU卜 4D, Badan USaha Ⅳfilik Negara,

dan/atau Badan USaha卜4ilik SuraSta;

b.pejabat lainnya sestlai dengan ketentllan perundang―
undangan;dan/atau

C. pq:iaЪat lain yang dapat menirnbulkan kOnttlk kepentil■ gal■・

(3)Pelanggaran ketentuan sebagairnana dirllaksud pada avat(1)dan
ayat (2)dikenai sanksi adnllinistratif berupa diberhentikan
se、vaktu_、vaktu dari jabatan sebagai anggota Deuran Penga、vas

oleh KPL〔 .

(4)IDalaIIl hal ketentuan sebagallnana dirnaksud pada a)7at(3)tidal《
dilaksanakan Olch KPM palil■ g larna 20(dua puluh)hari ketta

sejak yang bersangkutan diangkat lllernangku jabatan barll,
jabatan yallg bersangkutan sebagai al■ ggota :Deu`'an Penga、 vas

dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pel■berhentian
Pasa1 43

Jabatan anggota De、 van Penga、 vas berakhir apabila:

a.Ineninggal dunial
b.lnasajabatannya berakhir;dan/atau
c. diberhentikarl seヽハ「aktll― uアaktu.

Pasa1 44

(1)Dalarn hal jabatan anggOta De、 van Penga■vas berakhir karena
rllasa jabatannya berakhir scbagailnana dilnaksud dalanl Pasal
43 huruf b, anggota lDe、 van Pengavras アヽalib rnenyan■ paikan

laporan penga、 vasan tugas akhir rnasa jabatan paling iattnbat 3

(tiga)bulal■ Sebelurll akhir lnaSa jabatannya・

(2)Anggota De5ran PengaⅥ ,「as sebagairnana dilnaksud pada ayat(1)
Vヽalib rnClapOrkan SiSa pelakSanaan tugaS pengaヽ VaSan yang

belurn dilapOrkan paling lan・bat l(Satu)bulan Setelah berakhir
n■asa jabatannya.

(3)Laporan pengurusal■  tugas akhir rrlasa」 abatal■ sebagailnal■a

dirnaksud pada ayat(1)scbagai dasar pertirnbangan KPⅣ l untuk

lllen■perpanJang atau inemberhentikan anggota lDe、van Penga、 vas.

(4)Laporan Pengurusan tugas akhir rnasa jabatan anggOta lDeuran
Pengauras yang berakhir masa』 abatannya dilaksanakan setelah
haSil audit dengal・  tu」uan tertentu atau auClit tahunan dari
kantOr akuntan publik kepada l《PM.

(5)IDalarΥl hal te巧 adi kekosongan jabatan seluruh anggOta DeuFan
Penga、入ras, pelaksanaan penga、ぼasan Perurnda Air卜 linurn Tirta

lvlalerll dilaksanakan oleh KPM.

Pasa1 45

t1) DaLam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan
pemberhentian.

{2} Pemberhentian. . .



(2)Pel■berhenttan anggota Dewan Pengawas sebagailnana dilnaksud
pada ayat(1)dilalkukan apabila berdaSarkan data dan infOrlmaSi

yang dapat dibuk種 kan secara sah,anggota D)ewan Pengalwas yang
bersangkutan:
a.tidak dapat lllolaksanakan tugas;
b. tidak lnelaksanakan ketentuan peraturan perundang―

undangan dan/atau ketentual■ anggaran daSar;

c.terlibat dda=l tindakan kecurangal■ yang inengakibatkan

keruぎan pada Perumda Air Minum Tirta Mdem,Negara
dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadian yang telah
mempllnytt kektlatan hukum tetap;

e.lnengundurkan di五 ;

i  tidak lagl lrleimLenuhi perSyaratall Sebagal anggOta lDelwan
Pengalwas sesuai ketentuan peraturan perundang― undangan;
dan/atau

g. tidak terpil最 1 lagi dala盪■ hal adanya perubahan kebttakan
Peine五ntahan Daerah, seperti  restruktu五 sasi, likuidasi,

akuisisi,dan pelmbubaran Perun■ da Air Minunl Tirta Mialenl.

Pasa1 46

(U Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
a. usulan pengundurall diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pernberhentian; dan
c. tata cara pemberhentian.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} diatur dalam Peraturan Bupati.

Pttagaf 5
Penghasilan Dew・ an Pengawas

Pasa1 47

(1)Penghasilan allggota Dewan PengaⅥ/as ditctapkan olch KP卜I.

(2)Penghasilan anggota De、 アan Penga■ras sebagairnana dirnaksud

pada ayat(1)terdiri ataS:

a.honorariunl:
b.tullり angan;
C. faSilitaSi dan/atau
d.tantierll atau inSentif kinetta.

(3)Kietentuan lebih larljut incngenai penghasilan anggota De、/an

Penga、vas sebagailnana dirnaksud pada ayat(2)diatur dalan■
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan
Pasal 48

(1) Direksi melakukan penguru$an terhadap Perumda Air minum
Tirta Malem.

(21 Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem diangkat oleh KPM.

{3} Sebelum. . .



(3)Sebelunl pengangkatan lDireksi sebagailnana diinaksud pada ayat
(2)dilakukan proses pemilihan inelalui seleksi.

(4)Seleksi sebagallnana dirnakSud pa(la aVat(3)palil■g sedikit

melalui tahapani
a. seleksi adrninistrasi;

b.UKK;dan
c.、va、vancara al´モhir.

Pasa1 49

(1)Bupati sebagaiFnana diinakSud dalanl PaSa1 23 ayat (1)
menugaskan Perangktt Daerah yang membidanJ pembinaan
terhadap pengurusain BUM]D untuk Hlelaporkan kekosongan
jabatan attggota Di“ ksi Perumda Air Minum Tirta Malem yang
n■asajabatan■ya berakhir.

(2)Penyusunan kekOSOngan jabatan anggota lDireksi Peruimda Air
Minum Tirta Mdem yang masajabttannya berakhir sebagamana
dimaksud pada ayat(1)dilakuk額 ■paling lambat 6(enam}bulan
sebelum rnasajabatan anggota D缶 eksi berakh士 .

(3)Bupatilnelaporkan kekosOnganjabatan anggOta I)irekSi PeruFFlda
Air Minum Ti■ a Malem sebagaimana diinakSud pada ayat(2)
kepada MenteA DalagI Negei l■elalui Direktorat Jenderal Bina

Keuangan Daerah paling larna 15(lilna bela→ hari ketta Sttak

laporan diteriina oleh Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1)・

(4)Dalam h轟 額lggota Direksi Perumda Ar Minum Tirta Mttem
meninggtt dunia atau diberhentikan sewaktu― waktu,Perangkat
Daerah yang membidanJ pembinaan terhadap pen罫lrusan

BUIVID inelaporkan kekosongain jabatan kepada Bupati.

(5)Bupati=LelapOrkan kekOSOng田 ■ jabatan Direksi sebagaiCLana

dirnaksud pada ayat(4)kepada Mente減 Dalaimo Negeri nlolalui

Direktorat Jenderal Bina Keuangttil Daerah palng lal■a15(lima
belaS)hari ketta Sttak te」 adi kekOSOngan。

Pasa1 50

untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi,yang bersangkutan
harus lne]鶴 .enuhi syarat sebagal berikut:

a. sehatjaslmani dan rohani;
b。  lmenliliki keahlian,integritaS,kepenliFnpinan,pengalan■ an,jujur,

pe五laku yang baik,dan dedikasi yang tinggl untuk inernai‐ukan
dan lnengen■bangkan perusahaani

c.1■emaha=li penyelenttraan pel■ e重ntahan Dac婆通葛

d.memahami manttmen peruSahaan;
e。  11lemiliki  pengetahuan  yang i=Lelnadai  di  bidang  uSaha

perusahaan;
i  berttaZah paling rendah S-1(Strata Satu);
g.pengalaman ketta minim滅 5(lilrL→ tahun di bidang mantterial

perusahaan berbadan hukunl dan pernah inemilnpin tim;
h.berush pding rendah 35(tiga puluh lim→ tahun dan p滅ねg tinggi

55(lirna p■ 1luh lilna)tahun pada saat inendaftar pertama kalil

i.tidak pernah mettadi anttota Direkd,anggota Dewan Pengawas,
atau anggota Komisans yarlg dinyatakan bersalah inenyebabkan
badan uSaha yang dipiFnpin dinyatakan pallit;

j.  tidak pernah dihukulll karena inelakukan tindakan pidana yarlg

肛LeruJ.kan keuangan negara atau keuangan daerah)

k.tidak...



k`tidak sedang rnenjalani sanksi pidana;dan
l. tidak sedang lnettjadi pengurus partai politik,calon lく epala daerah

atau calon Ⅵ′rakil kepala daerah,dan/atau Ca10n allggOta legiSlatif・

Pasa1 51

(1)Penlilihan anggota Direksi dilakukan olch Panitia Seleksi.

(2)Panitia Seleksi anggcta lDireksi sebagailnana dimaksud pada ayat
(1)berjurlllah gan」 il dan palirlg Sedikit beranggOtakal・ 1

a. perangkat Dacrah;dan
b.unSuFindependen dan/atau perguruan tinggi.

(3)Panitia Seleksi sebagairnana dirllaksud pada ayat(1)bertugas:
a.lnenentukan jacl■ val■vaktu pelaksanaan;
b.rllelakukan perljaringan bakal calon anggota Direksi;
c.rllelinbentuk Till■ atau inenunjuk Lembaga Proた sional untuk

rnelakukan UKK;
d.IIlenentukan Forrnulasi Penilaian U:KKl
e. IIlenetapkan hasil penilalall;

f。  lnenetapkan Calon anggota I)ireksi;dan
g.rnenindaklanjuti Calon anggota lDireksi terpilih untuk

diproses lebih lanjtlt ses■lai ketentuan peraturan perundang―
undangall dan/atau kebilakan Pernerintah〕 Daerah.

(4)Panitia seleksi sebagailnana dilnakstid pada ayat(1)ditetapkan
dengan iKeputusan Bupati.

Pasa1 52

(1)Penunjukan Len■ baga Profesiol■ al sebagairnana dimaksud dalarll
Pasa1 51 ayat(3)hurufc,Panitia Seleksi lmeIIlpertiFnbangkan:
a.kernarllpuan keuangan Perurnda Air Minurll Tirta]嘔 alenl;

b.ketersediaan Ler1lbaga Profesional;dan
c. ketersediaan Sun■ ber Daya Manusia.

(2)Proses penunjukan Lernbaga Profesional sebagairnana dttnaksud
pada ayat(1)dilakSanakan SeSuai dengan ketentuan peraturan
perundang― undangan.

Pasa1 53

(1)]Dalanl rnelakukan seleksi,Panitia seleksi rnelakukan penjaringan
bakal calon anggcta Direksi.

(2)Panitia SeleksiIIlelakukan seleksi adlninistrasi berdasarkan hasil
penjaringan sebagairnana dilnaksud pada ayat(1).

(3)Panitia  Seleksi  melakukan  seleksi  adrninistrasi  sesuai
persyaratan sebagairnana dirnaksud dalarrl Pasa1 50 huruf f
O●崎午nら 1月 0__っ ぃ h■ 1■1lf fぃえヽえエユ
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(4)Panitia Seleksi inenetapkan Bakal Calon anggota lDireksi yang
telah lulus persyaratan sebagailnana dirnaksud pada ayat(3)
untuk inengikuti UKK.

Pasa1 54

{ 1) UKK seLragaimana dimaksud daiam Pasal 53 aJ-at (4)

clilaksanakan oleh:
a. Tim; atau
b. l,embaga Profesional.

(2)UKK。 .`



(2)UKK yang d五aksanakan oleh Tini sebagairnana dilnaksud pada
ayat(1)huruf a,=lelibatkan kOnSultan perOrangan・

(3)Tim atau I£ mbaga Proおsiond“bagaimana dimaksud pada ayat

(1)bertugaSI
a.lnelaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian

UKK;
b. menetapkan hasi penilaian UIくK;dan
c. imtenyainpaikan haSil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(4)Tim atau Lembaga PЮ おsiond sebagadmana dimaksud pada ayat

(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasa1 55

IndikatOr penilaian U:KK sebagairnana dirnaksud dalan■ PaSa1 54 avat

(3)huruf a paling sedikit llleliputil
a.pengalalllan inengelola perusahaan;
b. kcahlian;
c. integritas dan etika;

d.kepernirnpinan;
e. pen■aharnan atas penyelenggaraan Pernerintahan Daerah;dan
f. rneII五 liki keIIlauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasai 56

UKK Caion anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
a. psikotes;
b. ujian tertulis keahlian;
c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
C. presentasi mal<alah dan rencana bisnis; dan
e. wawarrcara.

Pasa1 57

(1)Penilaian indikator UKK terhadap ca10n anggota :Direksi
dilakl■kan dengan l■ emberikan pembobotan l鶴 .eliputi:

a. pengalarnan lnengelola perusahaan;
b.keahlian;
c. integritas dan ctika;

d.kepeFnirnpinan;
e, pemahaman atas penyelenggaraan pel■ lerintahan daerah;(lan

i  inenliliki kerllauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(2)Setiap indikator dan bobot penilaian UKK scbagairnana dirnaksud
pada ayat(1)dirinCi SeSuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
Panitia Seleksi.

(3)Tota11)obot penilalan indikator UI(K sebagailnana dirnakstld pada
aVat(1)SebeSar 1009′ (6(SeratuS perSen)・

(4)Klasifikasi nilai akhir UKK l■■eliputi l

a.di atas 8,5(delapan koma lilna)direkolneindasikan sal■ gat

disarankan;
b.di atas 7,5(tujllh kG塗■a lilna)sampai dengan 8,5((lelapan

k01■la lirna)direkOrnendaSikan diSarankan:

c.7,o(tttuh kOma n01)sampai dengan 7,5(tttuh koma lima)
direkomendasikan disarankan dengan pengernbangan;dan

d, dibaⅥrah 7,0 (tujuh kOIIla nol)direko:肛 lendasikan tidak

disaranl(an.

(5)Pcrhitungan,..



f51 Perhitungan penilaian indikator UKK sebagairnana diinaksud
pada ayat(1)tercantuttl dalarrl Lampiran yang lnerupakan baglan

tidak terpisahkan dari Peraturan IDaerah ini.

Pasa1 58

(1)Pengalarnan sebagairnana dirnaksud dalalll Pasa1 57 ayat(1)
huruf a yaitu bakal calon anggota Direksi lnelniliki rekain^je」ak
keberhasilan dalarll pengurusan organisasi.

(2)]Dalarll lγlelaksanakan rckalΥ l」 Qiak sebagailnana dil■aksud pada
ayat(1),IIlelibatkan paling Sedikit:

a.kOrntlnitas lntel彗 en lDaerah;dan
b.pusat PelapOran dan Analis_is Transaksi Iく euangan.

Pasa1 59

(1)Bakd cdOn anggota Direksi yang diangkat me」 adi Calon
anggota Direksi yaitu bakal Calon yang ine=Lenuhi l【lasinkasi

penilttan sebagaimana dimaksud dalamPasd 57 ayat(4)huruf a
sarnpai dengan huruf c dan memiliki nilai al壷せ UKK tertinggi

secara berurutan.

(2)Pelaksanaan seleksi administrasi dan lJKK inenghasilkan paling
sedikit 3(饉 ga)atau pding banyak 5(lim→ Cdon anggOta Di“ ksi.

(3)Panitia Seleksi Fnenyarnpaikan na:Ina Ca10n anggOta lDireksi
sebagttmana diinaksud pada ayat(2)kepada Bupati.

Pasa1 60

(1)Bupati rnelakSanakan SelekSi tahapallヽValVanCara akhir terhadap

Calon anggota Direksi sebagairnana dilnaksud dalal・ n PaSa1 59

ayat(3).

(2):Bupatirnenetapkan l(Satu)Ca10n anggOta I)irekSi terpilih untuk
lllasing_1■asing jabatan anggota lDireksi, setelah inelakukan
ハヽ″aヽvancara akhlr Sebagairnana dilnakSud pada ayat(1)・

(3)IDala窟 l hal terdapat kekOsOngan jabatan Direktur Utama,Bupati
terlebih dahulu rnenetapkan Calon iDirektur UtaIIta terpilih.

(4)Bupati dapat inenlinta nlasukan I)irektur Utalna atau Calon
E)irektur Uta11■ a terpilih sebagailnana diinakSud pada aVat(3)
untuk lnenetapkan Calon anggota I)ireksi terpilih lainnya.

Pasa1 61

(1)Calon anggota lDireksi terpilih inelakukan penandatanganan
kOntrak kineir」 a Sebelu11l dianglイ:at Sebagal anggOta DirekSi・

(2)Selain rnenandatangani kontrak kinerja sebagaiinana dirnaksud
pada ayat(1)Calon anggota lDireksi terpilih lnellandatangani
surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk lm.enjalankan
tugas dengan baik,bersedia diberhentikan se、vaktu―、vaktu dal■

tidak akan lnenggugat, atau rnengalukan prOSeS hukuln
schubungan dengan pell■ berhentian tersebut.

(3)Pengangkatan lCalon anggota:Direksi terpilih dilakukan dengan
keputusan KPM.

Pasa1 62

(1)Ketentuan imengenai selcksi sebagamana dimaksud dalam Pas滅
48 ayat(3)tidak bedaku baが pengangkatan kel■ bdi anggota
direksi yang dinilai lnmpu i=LelakSanakan tugaS dengan baik
selanla inasajabatallnya.

{2} Penilaian.



(2)Penilaian kell■ aIIlpuan tugas sebagailnana dirnaksud pada ayat

(1)paling Sedikit l■ ■el■lenuhi kriteria:

a. 11lelarrlpui target realisasi terhadap rencana bisnis serta
Rencana Ke」a dan Anggaran Peruirnda Air 卜Iinurrl Tirta

Malem;
b.IIleningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan

atau lnampu meinpertahankal■  Opini audit Ⅵ″〔ヽjar Tanpa

Pengecualian;

c. seluruh hasil penga、 アasan sudah ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang― undangan;dan

d.terpenuhinya target dalarrl kOntrak kinetta.

(3)DalaFll ll途elakukan penilaian kellla11lpuan tugaS Sebagaimana
dilnaksud pada avat(2)berdasarkan dokuIIlen paling sedikit
terdiri atas:

a.rencana bisnisi
b.rencana ke13a dan anggaran Perurllda Air Minurn Tirta lⅥ alenl;

c. lapor〔ln keuangan;
d.lapOran hasil pengaヽⅣasan;dan
e.kOntrak kinetta.

(4)IDalanl hal anggota I)ireksi dia■ gkat kerllbali, anggOta E)ireksi

、ivaJlb lnenandatangani kontrak kinerDa.

(5)Penandatanganan kOntrak kinetta Sebagaimal:la diinakSud pada
ayat (4)dilakukan sebelunl pcngangkatan kel■lbali sebagai

anggota lDireksi.

Pas憂 63

(1)Anggota Direksi diangkat untuk Fnasajabatan paling larna 5(lilna)
tahun dan dapat diangkat ke■ ■bali untuk l(Satu)kali rnaSa

」abatan keCualil
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang― undangan;dan
b.dalanl hal anggota I)ireksi lnemiliki keahlian khusus

dan/atau preStaSi yang Siangat baik,dapat diangkat untuk
n■asajabatan yang ketiga_

(2)Keahliarl khusus dan prettasi ketta yang sangat bttk
Sebagaimana dirnakSud pada ayat(1)huruf b paling Sedikit

=leinenuhi krite五
a:

a. Inelampalli target realisasi terhadap rencarla bisllis serta
rencana ketta dan anggaran Peruimda Air Minum Tirta Malem;

b` opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit

Wttar Tanpa Penttcudian selama 3(饉 ga)tahun berturut―

turut di akhir periode kepe=lirnpinan;

c. seluruh hasil pengalWasal[L Sudah didndaklaF」 uti SeSuai
dengan ketentuan peraturan perundang― undangani dan

d. terpenuhinya target dala=l kOntrak kine」 a SebeSar 10096

(SeratuS perSen)Selarna 2(dua)periOde kepenliinpinan・
(3)Dalam hal anggota Direksi yang berasal da五 unSur Peruimda AiF

Minun■ Tirta Male童 l telah berakhir inasa jabatannya sebelul■ 1

lrlen■asuki usia pensiun, yang bersangkutan diken■ balikan

kedudukannya sebagal pegatt「al dengan pangkat dan golongan

terung」 pada Perumda Air Minum.

Pasa1 64.



Pasa1 64

(1)Jumlah anggota Direksi ditetapkan。 leh KPM.

(2)Jumlah anggOta Di“ ksi pding sediHt l(satu)orang dan pding

banyak 5(lim→ o盤ng。

(3)Penentua1ljumlah anggOta Direksi sebagain■ana dimaksud pada

ayat(1)dttakukan berdaSarkall aSaS efiSienSi dan eお ktiVitaS

pengurusan Peminda Air Minunl Tirta Malel■ .

(4)Dalain hal」 unllah anggota Direksi lebih dari Satu,lnaka Direktur

utama diangkat dan salah satu anggota sebagttmana yang
diinaksud pada ayat(2).

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 65

E)ireksi lne■ ■punyaitugas sebagal beHkut:

a。  lnenyusun perencanaan,:口telakukan koordinasi dan pengalwasan

seluruh keJatal■ OperasiOntt Perunda Air Minum Ti■ a malem;

b. lnembina pegalⅥ″ai;

c。  lnengurus dan inenge101a kekayaan Perurnda Air i肝 Iinun■ Tirta

malem;

d. Inenyelenggaraktt ad=linistrasi u■■unl dall keuangan;

e.FnenyuSun Rencana StrategiS BiSniS 5(liina)tahunan fbusれ ess

pJαれ/cο7pO“ate」,:αtt yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui

usul Dewan Pengawas;
■ lnenyusun dan l■ lenyarrLpaikan Rencana Bisnis dan Anggaran

Tahunan Perl簑鶴dヽa Air LIinum Tirta lmalerrl yangコ merupakan

penJabaran tahunal da五 Rencana StrateJS Bisnis″ usれess

p:αn/Cο′pO郷αtep:α鯰ノkepada Bupa載 ■lelalui Dewan Pengawas;dan

g。 lnenyusun dall lllenyampaikarL lapOra■  Seluruh ke」 atan

Perumda Air Minum■rta Mdem.

Pasa1 66

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum

Tirta Malem berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumd"a Air
Minum Tirta Malem;

b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air
Minum Tirta Malem dengan persetujuan Dewan Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Malem di dalam dan di luar

pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatafl hukum mer,Irakili

Perumda Air Minum Tirta Malem;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air

Minum Tirta Malem berdasarkan persetujuan Bupati atas
pertimbangan Dewan Pengawas;

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, da.n

melakukan kerjasama dengan pihak lain dengall persetujuan
Bupati ata.s pertimbangan Dewan Pengawas dengan
menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Malem.

Paragraf3. -.



Paragraf 3

Lararlgan
Pasa1 67

(1)Anggota lE〉 ireksi dilarang rneュ inangku jabatan rangkap sebagai:
a,anggota Direksi pada BUⅣlD lain,Badan Usaha 1411lk Negara,

dan ittadan iJsaha b[1lik S、vasta;

b.jabatan  lainnya  sesuai  dengal■  ketentuan  peraturan
perundanganい undangani dan/atatl

c.Jabatan lain yang dapat rnenir〕 3bulkan kOniik kepentingan.

(2)Pclanggaran ketentuan sebagairnana diIIlaksud dalarrl avat(1)
dikenakan sanksi ad■ linistratif berupa diberhentikan dari
jabatan sebagai anggota IDireksi olch KPλ 4.

(3)Dalanl hal ketentuan sebagairnana dinlaksud pada ayat(9)tidak
dilaksanakan oleh KPM Paling larna 20(dua puluh)hari ketta
sejak yang bersangkutan diangkat rllerllangku jabatan baru,
jabatan yang bersal■ gkutan scbagai ang80ta I)ireksi dil■yatakal■

berakhir.

Paragraf 4
Pernberhentian

Pasa1 63

Jabatan anggota]Direksi berakhir apabila:
a.rneninggal dunia;
b・ lnaSajabatannya berakhir;dan/atau
c. diberhentikan selvaktu-lvaktu`

Pasa1 69

(1)Dalaln hal lnasa jabatannya berakhir sebagailnana dilnaksud
dalarn Pasa1 68 huruF b, anggota direl(si lぇ ralib linenyarnpaikal■

lapOran pengurusan tugas akhir rnasa jabatan palil■ g larnbat 3

(tiga)bulan Sebelulll berakhir rnasajabatannya.

(2)Anggota :Direksi sebagaiinana dirnaksud pada ayat(1)、 valib

lllelaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum
dilapOrkan paling larnbat l(Satu)bulan Setelah berakh[r in_aSa

」abatannya.

(3)Berdasarkan lapOran pengllrusan tugas akhir nlasa jabatan
Sebagailnana dil■ aksud pada avat(2),Dewan pengawas waijib
rnenyalllpaikan penilaian dan rekorllendasi atas kinelja lDireksi
kepada KPM.

(4)LapOral■ sebagaiinana dirnaksud pada avat(2)serta pel■ ilaian dan
rekOrrlendaSi Sebagaiinana dirnaksud pada ayat(3)sebagai dasar
pertimbangan KPM untuk melnperpattang atau melllberhentikan
anggota lDireksi.

(5)Laporan pengurusan tuga$akhiF rnaSa jabatan ang80ta]Direksi
yang berakhir FnaSajabatannya,dilakSanakan Setelah haSil audit
dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan
publik dan disanlpaikan kepada KPM.

Pasa1 70

(1)Dalam hal」 abatan al■ggota Direksi berakhir karena diberhentikan

SelWaktu―Waktu sebagaiinana diinaksud dalanl Pasa11 68 huruf c,
pernberhentian diFnakSud Wagib diSertai alaSain pe」 mberhentian.

{2} Pemlrerhentian. .



(2)Pemberhenttan anggoね Di“ksi sebagttmana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan apabila berdasarkan data dan infon■ asi yang dapat
dibuk饉kan secara sah,anggota Direksi yang bersangkutan:
a. tidak dapat IIlelaksanakan tugas;
b. tidak  :“LelakSanakan  ketentuan  peraturan  perundang―

undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
co terlibat dalam=ndakan kecurangan yang mengakibatkan

kerugian pada Perurnda Air NIinunl Tirta lMialem, Negara,
dan/atau]⊃aerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yattg telah
1llelmpunyai kekuatan hukun餞 tetap;

e. mengundurkan diri;
i tidak lagi inelmenuhi perSyaratan sebagal anggota.Direksi

SeSuai ketentuan peraturan perundang‐ undangan;dan/atau
go tidak teirpihh lagi diSebabkan adanya perubahan kebtakan

Pemerintah iDaerah dalanl hal restruktu五 sasi, likuidasi,
akuiSiSi dan pettbubaran Perumda Air Minum Tirta Malern.

Pasa1 71

(1)Direksi Perumda Air Minum Tirta Mdem diberhentkan 01ch KPM.
(2)KPM Inengatur teknis pelaksanaan pel■ berhel■dan sebagalmana

dimakSud pada ay載 (1}paling SediHt memuat:
a.usulan pengunduran did dari yang bersangkutan;
b.jangka w・ aktu persetujum peinberhend狙 ;dan
c. tata cara pemberhendan.

(3)Ketentuan  lebih  lalttut  ェIlengenai  teknis  pelaksanaan
peinberhen饉 an anggota I)ireksi diatur dalanl Peraturan Bupa種 .

Paragraf 5
Penghasilan Direksi

Pasa1 72

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
{2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling tranyak terdiri atas:
a. Saji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi
diatr-rr dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 73

(1)Peinerintah Daerah menttnforinasikan pelaksanaan sedap
tahapan Seleksi Calon anggota lDewan Pengalwas atau Ca10n
anggota Direksi melalui media massa loka1/nasiond dan/鐘 au
elektronik.

(2)Media elekむ Onik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dimuat
dala:n lamal■ Pell■critah DaCrah dan/atau laman Perumda Air
Minum■■a Mdem.

(3)Tttap鑢 ...



(3)Tahapan seleksi yang di infOrrllasikan sebagairnana dirnaksud
pada ayat(1)paling Sedikit:

a. penJarlngani
b.hasll seleksi administrasi;dan
c.hasil UKK.

Pasa1 74

Biaya penyelenggaFaan SelekSi anggOta Dlelwan Pengawas dan anggota
E)ireksi pada Perun■ da Air Minunl Tirta Malen■ dibebankan pada
APBD atau Peruinda Air Minuin Tirta Malem.

BAB VII
PEGA聰「AI
Pasa1 75

(1)Pegawai Perumda Air Minum■rta Malem merupakan peketta
yang pengangkatan, perllberhentiall, kedudukan, hak, dan
ke・Walibannya ttitetapkan berdaSarkan pettal・ jian ketta $eSuai
dengan  ketentuan  perundang― undangan  yang  11lengatur
inengenal ketenagake奇 aan.

(2)Ketentuan lebih ial可 ut inel■genai pegaw'ai Perumda Air ininulII
Tirta lⅥ alelll Sebagailnana dil■ lakSud pada aVat(1)diatur dalarll
Peraturan Direk$i.

Pasa1 76

(1)Pegawai Perurnda Air Minum ■rta Malem memperoleh
pengihasllan yang adil dan iayak sesuai dengan beban pekeriaan,

tal■ ggungjalVab,dan kinetta.

(2)Penghasilan pegawai Perurnda Air lⅥ inuIII Tirta Mialeln paling
banvak terdiri atas:

a.gajl;
b, tull」angani
C・  faSilitaS:dan/atau
d・ jaSa prO(lukSi atau inSentif pekettaan.

(3)Penghasilan pegawai PeruFnda Air Minun■ Tirta Malelll ditetapkan
dengan Kleputusan I)ireksi sesuai dengan rencana ker]a dan
anggaran Perl]Inda Air NIinurn_Tirta l罐 alern.

Pasa1 77

(1)Pcrumda Air Minum ■rta Malem waJib menぎ kutscttakan
pegawai Per■ lmda Air Minum■ rta Malem pada program」 aminan
keschatan,jarninan hari tua,dan jaininan sottal lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang― undangan.

(2)Ddain rangka peningkatan kOrnpetensi pegawa,Perumda Air
卜[inu璽l Tirta Malel■  melaksanakal■  prOgra菫l peningkatan
kapasitas surnber daya inanusia.

(3)Ke」atan sebaga=Lana din■ akSud pada ayat(1}dal■ ayat(2)
dianggarkan dalal窟 l renCana ketta dan anggaran Perurnda Air
Minum Tirta Malem.

Pasa1 78

{ 1) Pegain ai Perumda Air Minum Tirta Malem dilarang menjadi
pengurus partai politik.

{2} Dalarn. . .



{2)Ddam hd pegawai Perumda Ar Minum■rta Malem melanggar
ketentuan Sebagaimana dimakSud pada ayat(1)dお erikan SankSi
berupa pemberhentian sebagai Pegawai Perumda Ar Minum■ rta

Mdem.

BAB VIII

SATUAN PENGAゝ″AS INTERN,KOゝ41TE AUDIT
DAN KOMITE Iノ AlNNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengaw'as lntern

Pasa1 79

(1)Pada Perumda Air Minum■ rta Mdem dibentuk Satuan Pengawas
lntern yang l■lerupakan aparat pengawas intern.

(2)Satuan pengalwas inte■ ■sebagaimana d壼naksud pada ayat(1)
dipiinpin oleh seOrang kepala yang bertanggung jalwab kepada
Direksl.

(3)Pengangkatan kepala satuan pengawas inteirl■  sebagairnana
dimaksud  pada  ayat (2) dilakukan  setelah  lnendapat
pcrtimbangan Dewan Pengawas.

(4)Kepala satuan pengawas intern sebagaiinana dimaksud pada ayat
(3)diangkat dan diberh.endkan 01eh Direksi.

Pasa1 80

Satuan pengalwas interin lnen■ punyai tugas:
a,lnembantu  Direksi dalam lllelaksanakan pemeriksaan

Operasional dan keuangan Perumda Air MinuIII Titta Mialein,
ILenilai pengendalian,penge101aan,dan pelakSanaannya pada
Perurnda Ail' Minum Tirta Malemdan memberikan saFan
perbaikan;

b. lnemberikan keterangan tenttng hasil pernettksaan atau hasll
pelaksalnaan tugas satuan pengalwias inte菫l sebagallnana
diinaksud pada huruf a kepada lDireksi;dan

c.memOnimr dndak lattut ataS haSil pemettkSaan ya■lg telah
dilaporkan_

Pasa1 81

(1)Satuan pengalwas inteirn inen■ bel三kan laporan atas hasil
pelaksanaan tugas kepada I)ireksi dengan telllbusan kepada
De、van Penga聯ras.

(2)Satuan pengawas intern dapat Πlernbe五 kan ketera■■gan secara
langsung kepada lDelwan Pengalwas atas laporan sebagaimana
dilnakSlld pada ayat(1).

Pasa1 82

(1)Direksi lnenyalmpaikan hasil pelme五 ksaan satuan pengalwas
inten■ kepada Seluruh anggOta direkSi, untuk Selal可 utnya
ditindak lar」u饉 dalaln rapat direksi.

(2)DiКksi wttib memperhadkan dan segera mengambil langkah
yang diperlukan ataS Segala SeSuatlu yang dikelllukakan dalarFl

setiap laporall hasil pelmeriksaan yang dibuat oleh satuan
pengalwas inteiHl.

Pasa1 83..



Pasa1 83

Dlalanl lnelaksanakan tugasnya, Satuan Pengalwas lntern 、″■〕ib
lllenjaga kelancaran tugas satuan Organisasilainnya dalanl Perurnda
Air Minum■rta Mttem sesuai dengan tugas dan tanttungjawabnya
l■laslng-lnasing.

Bagian Kedua
Kon五tc Audit dan Konlite Lainnva

Pasa1 84

(1)]Deu´
ran Penga■vas lnerllbenttlk kornite audit dan k01nite lainnya

yang beketta SeCara kOlektif dan berfungSi inelllbantu Dlelvan

Pcnga、vas dalanl lllelaksanakan tugas penga、 vasan.

(2)Kolnite audit dan kornite lainnya sebagairnana dillrlaksud pada
ayat(1)beranggOtakan unSur independen dipilnpin oleh seorang
anggota lDe、van Penga、、アas,

(3)Kolnite audit dan komite lainnya seじ agairnana diIIlaksud pada
ayat(1)dalarn pelakSanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan
Satuan Penga、vas lntern.

Pasa1 85

KoHlite audit lYlerΥ lpunyai tugas:

a.1■lelγlbantu lDe、van Pel■gawas dala111 lnen■ astikan efektivitas
sistelll pengendallan interl■ dan efektivitas pelaksanaan tugas
ekternal atlditor;

b.IIlenilai pelaksanaan kegiatan scrta hasil alldit yang dilaksanakan

oleh satuan penga、アas intern inaupun auditor eksternal;

C. ■■ernberikan rekOInendasi rnengenai penvempurnaan sistelin
pengendalian lnanjernel■ serta pelaksanaannya;

d.rnernastikan telah terdapat prOsedur reviu yang rnernuaskan
terhadapsegala inforlnasi yang dikeluarkan perusahaan;

e. rnelakukan identi■kasi terhadap hal yang inenlerlukan perhatian
IDeuran Pe」 fll:;鋼as;dan

i  lnelaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang
diberikan oleh]Dewan Pcnga、 vas.

Pasa1 86

{1i Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem tidak
mampu membiavai pelaksanaan tugas komite audit dan komite
lainnya, dapat ticak melrrbentuk l<omite audit dan l.*cmite
lainnya.

(21 Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya
dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan
Penga';;as Intern.

Pasa1 87

Ketentuan lebih laniut lllengenai pel■ lbentukan satuan pengaⅥ /as

intern, kOrnite audit dan korllite lainnya sebagailnana dimaksud
dalarll Pasa1 79 dan Pasa1 84 diattlr dalaFn Peraturan iBupati SeSuai

dengan ketentuan peraturan perundang― undangan.

BAB IX...



BAB IX
PERENCANAAN,OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf l

Rencana Bisnls
Pasa1 88

(1)Direksi wttib nlenyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai
ddamjangka waktu 5(lima)tahun.

(2)Rencana bisnis sebagalFnana diinakSud pada ayat(1)paling
sedikit rnemuat:

a, cvaluasi hasil rencana bisnis sebelumanya;
b. kondisi Perumda Air MinulIL Tirta卜 Ialenl Saat illi;

c. asuinsi yang dipakai dalarn penyusunan rencana bisnis;dan
d・ penetapan 宙Si, lmiSi, SaSaran, StrateJ, kebむ akan, dan

prOgram ketta.

(3)DirekSi HEnyal■paikan rancangan rel■ cana bisnis Peruim.da Air
Minuin  Tirta  Malenl  kepada  :Dewan  Pengalwas  untuk
ditandatangani bersama.

(4)RenCana biSniS yang telah ditandatangani bersama oleh iDireksi
dan De¬ran Pcコ「lgal口 /ヽ13LS diSaln]f》aikan kel:》 ada lKPIIヽイ: untuk

=Lendapatkan pengeSご han.

(5)Rencana bisnis sebagaiinana dilnaksud pada ayat(1}:肛 lerupakan
daSar peゴ a■jian kOntrak l(inetta.

(6)RenCana  biSniS  Sebagairnana  dirnaksud  pada  ayat (4)
diSarnpaikan kepada :Mienteri yang i“ Lenyelengg‐arakan uruSan
Pel■e五ntahan DalaHl Negeri.

Paragraf 2
Rencana Ke{a dan Anggaran

Pasal 89

(1)Direksi walib lFlenyiapkan renCana ketta dan anggaran yang
merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2)Rencana ketta dan a_nggaran sebagaintana din■ aksud pada ayat
(1)paling Sedikit ine驚■uat rencana rinci progra=l ketta dan
anggaran tahunan.

(3)I)ireksi inenyampaikan rencana ketta dan alllggaran kepada
D)ewan Pengalwas paling ialnbat pada a_khir bulan Nbvelmber
untuk ditandatangani bersarna,

{4)Rencana ketta dan al■ ggartt yang telah ditandatangani bersan■a
oleh Direkd dan Dewan Pengawas disalnpaikal■ kepada KPiM
untuk lnendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional
Paragraf 1

Standar Operasinnal Prosedur
Pasal 90

(U operasional Perumda Air Minum Tirta Malem dilaksanakan
berdasarkan standar operasional prosedur .

(21 Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan dlsetujui
oleh Dewan Pengawas.

(3)Standar...



(3)Standar operasional prosedur harus inernenuhi unsur perbaikan
secara berkesinarribungan,

(4)Standar operasional prosedur sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3)paling sedikit rnernuat aspek:
a. organ;
b.organisasi dan kepegaⅥ raian;

c. keuangan:
d.pelayanan pelanggan;
e, teknik;
f. resiko bisnis:
go pengadaan barang dan jasa;
h.pel■ gelolaan ttarang;

i. pell■ asaran;dan

J・  penga■vasan.

(5)Standar operasional prosedur sebagainlalla di11laksud pada ayat

(4)harus sudah dipenuhi paling larnbat l(satu)tahun sejak
pendirian Perumda Air卜優nurn Tirta卜4.alern.

(6)Standar operasional prosedtlr sebagairnaina dirnaksud pada ayat
(4)disarllpaikan l《 epada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang 3aik

Pasa1 9 1

(1)PenguruSan PeruFnda Air 卜〔inunl Tirta 卜〔alerll dilaksanakan
sesuai dengan Tata Klelola Perusahaan Yang Baik.

(2)Tata Kle101a Perusahaan Yang Bail、 ζ ttebagairnana dil理^aksud pada
aVat(1)terdiri ataS prinSip:

a. transparansi;
b.akuntabilitast
C, pCrtanggungliaヽVaban;
d.kelnandirlan;dan
e・ keWttaran

(3)Penerapan 
′rata lKe101a PeFuSahaan Yang Baik sebagairnana

dirnaksud pada ayat(2)bertujuan untuk:
a.rnencapai tujuan Perurrlda Air卜 Iinu11l Tirta lИalenl;

b.mengOptiinalkan nllai Perulncia,へ ir卜4inuttl Tirta卜項alcm agar
perusahaan lllenliliki daya saing yang kuat, baik sccara
nasional,1■ laupun internasiOnal;

C. InendOrOng pengelolaan Perurnda Air iVIinun■ Tirta M■ lel■

SeCara prOfeSional,cisien,dan efektit serta lnelllbcrdayakan

£ungSi dan ll■eningkatkan kel詮 anCllrian organ perurnda Air
ⅣIinuln Tirta Mialeln;

d.InendOrOng agar Organ Perurnda Air 卜linun■  Tirta lVlalerll

dalarr1 1llelllbuat keputusan dan inenjalankan tindakan
dilandasi nilai lnOral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang― undal■gan, serta kesadaran tanggung
JaWab SOSial Peru:mda Air Minum Tirta Malern terhadap
perilangku kepentingan lnaupun kelestarian iingkungan di
Sekitar Perurnda Air MinuIII Tirta l頭alenl;

e. lneningkatkan kOntribusi Perurnda Air卜 linun■ Tirta Malern
dalal■ perekOnOnlial■ naslonal dan daerah;dan

■  lneningkatkan ikliIIl usaha yang kondusif bagi perkelllbangan

investasi naslonal dan daerah.

(4)Tata.. .



(4)Tata Kelola Perusahaan Yang Balk sebagdmana dimaksud pada
ayat(2)dal■ ayat(3)ditetapkan olch Direksi.

(5)Penerapa■ l Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling
lambat 2(dua tahun setelah pendi五 an Perumda Air Minum Tirta
Mdem。

Paragraf 3
Pengadaan iBarang datt Jasa

Pasa1 92

(1)Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minuin■rta Mdem
dilaksanakan inemperha覆 kan prinsip eisiensi dan transparansi.

(2)Ketentuan inengenai pengadaan barang dan jasa Perurnda Air
Mil■u=l Tirta Malenl sebagailnana dilnaksud pada ayat(1)diatur
dengan Peraturan Bupad.

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 93

(1) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat melakukan kerjasama
dengan pihak lain.

(21 Kerjasama sebagaimana dimaksud pada a-vat (1) harus saling
menguntungkan dan meiindungi kepentingan pemerintah
Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang beker.;'asama.

(3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum Tirta Malem dengan
pihak lain merupakan ker,venangan Direksi sesuai dengan
mekanisme internal perusahaan.

{4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang
dimiliki Perumda Air Minum Tirta Malem, kerjasama climaksucl
dilakukan meialui kerjasama operasi.

{5) Ker;'asama dengan pihak lain berupa pendayag:ur,aar, ekuitas
berlaku ketentuan:
a. disetujui oleh KPM;
h. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Marem 3 (tiga)

tahun terakhir daiam keadaan sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaan modai berupa tanah dari

Perumda Air Minum Tirta Malern yang berasal dari penyertaan
rnodal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(6) Perumda Air Minum Tirta h{alem memprioritaskan keq'asama

dengan badan usaha milik daerah miiik Pemerintah Daerah lain
daiam rangka mendukung kerjasama daerah"

{7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada
Perumda Air Minum Tirta Malem untuk meiaksanakan
kerjasama.

Bagian Ketiga
Pel a nn-o-i vrqyv! uf,r

Paragraf 1

Pelaporan Deuran Penga'un as
Pasal 94

(f ) Laporan Dervan Pengarvas terdiri atas:
a. laporan tri'*,ulan; dan
il. laporan tahunan.

{2i Laporan.



(2)Laporan sebagaiinana dilnaksud pada ayat(1)paling sedikit
terdiri da五 laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

(3)Laporan triwulan sebagaiinana dimaksud pada ayat(1)huruf a
diSarnpaikan paling laFrlbat 30(tiga puluh)ha.ri ketta setelah akhiF

trimlan berkenaan.

(4)Laporan tahunan sebagailnana dirnaksud pada ayat(1)huruf b
diSttpaikan paling laコ 塗bat 90{Seinbilan puluh)hari ketta Setelah
tahun buku Perun■da Air Minunl Tirta Malenl ditutup.

(5}LapOran tahunan sebagailnana dimaksud pada ayat(4)disahkan
oleh KPM.

(6)Ddam h」 terdapat Dewan Pengawas種 dak menandaね ngani
lapOran tahunan Sebagailnana dilnakSud pada ayat(4)haruS
disebutkan alasannya secara tel饉 ulis.

Paragraf 2
Pelaporan Di“ ksi

Pasa1 95

(1)Laporan Direksi Perumda Ar Minum Tirta Mdem terdiri atas:
a。  laporan bulanan;
b。  laporan triwulan;dan
c.laporan tahunarl.

(2)Laporan bulanan dan laporan t五wulan sebagaknana dilllaksud
pada ayat(1)huruf a dan huruf b terdiri atas laporan keJatan
operasional dan laporan keuangan yang disan■paikan kepada
Dewan Pengawas,

(3)Laporan tahunan sebagaimana dilnakslld pada ayat(1)huruf c
terdiri atas iaporan keuangan yang telah diaudit dan laporan
n■analel■en yang ditandatangani bersalm.a E)ireksi dan iDewan
Pengawas,

(4)Laporan tliv″11lan dan Laporan tahunan sebagailnana dimaksud
pada ayat(2)darl ayat(3)disal■ paikan kepada KPM.

(5)Laporan tahunan sebagailnana dilnaksud pada ayat(3)disahkan
oleh KPIⅣI paling l〔 覆nbat dalain waktu 30(tiga puluh)hari ketta
setelah dite五 ina.

(6)Direksi=lem:publikasikan laporan tahunan kepada inasyarakat
paling lal■ bat 15(Lima belaS)ha五 ketta Setelah laporan tahunan
Sebagailnana diinaksud pada ayat(5)disahkan oleh]KPM.

(7)Dalam hd terdaptt anggOta Direksi ttdak menandaね ngani
lapOran tahunan Sebagaimana dimaksud pada ayat(3)harus
disebutikan alasann.ya secara tertulis.

(3)Laporan tahunan sebagailnana dilnal(sud pada ayat (3)
diSal■palkan kepada Mente五 Dalarn Nege五。

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Malem

Pasal 96

(1)Laporan tahun銀■bagi Perumda Aむ Minum Trta Malem pding
Sedildt=Len■ uat:
a. laporan keuangan;
b.lapOran mengenai kettatan Perumda Air Minum Tirta Mttem;
C4 1apOran pelakSanaan tanggungJalWab SOSial dan lingkungan;

d. 五ncian inasalah yang ambui selanla tahun buku yang
lrlempengaruhi keglatan usalla peruinda Air Minuln Tirta
Mdem;

e. laporan. . .



e. laporan rnengenaitugas pengawasan yang telah dilaksanakan
◇leh De、 lran Penga、 vas selalna tahun buku yang baru larllpaul

f. narna al■ ggota Direksi dan anggota Dewan Penga、 vas;dan
g. penghasilan anggota Direksi dan lDeuran Pe■ gaⅥγas untuk

tahun yang baru larrtpau.

(2)Laporan keuangan sebagailnana diinaksud pada ayat(1)huruf a
paling sedikit rnelnuat:

a.neraca akhir tahun buku yang baru lan■ pau dalalll
perbandingan dengan tahun b■ lku sebelurnnya;

b.laporan laba rugi dari tallun buku yang bersangkutani
c. laporan arus kas;
d.laporan perubahan ekuitas;dan
e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X
MEKANIS]VIE DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasa1 97

(1)Bupati menetapkan Tarif Air Minum.
(2)Dalanl hal tidak tettadi perubahan tarif air minum yang telah

ditetapkan pada tahun SebelurnnVa,n■ aka Fnenggunakan tarif air
rllinulll yang telah ditetapkan.

(3)Penetapan tarif air rninurrl sebagairnana yang dilnaksud pada
ayat(1)diSarXlpalkan kepada MenteFi Dalanl Negeri.

(4)Bupati dapat llnendelegasikan penetapan Tarif Kiesepakatan
kepada Direksi.

(5)Penetapan Tarif Kesepakatan sebagairnana dilnaksud pada ayat
(4)oleh]Direksi dilakukan dengan persetujuan De、ステan Penga、「as.

(6)Ketentuan lebih ianjut rnengenai tarif air ininuIII sebagairnana
dilnakSud pada ayat(1)diatur dalarn Peraturan Bupati.

BAB XI
ASOSIASI
Pasa1 98

(1)Perumda Air Minum Tirta Malem dapat mettadi anggota
PerSatu〔違 Perusahaan Air Minum Seluruh lndoneda(PERPAMSI)
dan asosiasi lail■ nya.

(2)Perulrlda Ar Minum Tirta Mdem dapat memanね atkan PERPAMSI
dan aSOSiaSi lainnya untuk inenJell■batani keJatan kettaSalna
antair Perumda Dalanl dan LuaF Negeri dan berkoordinasi dengan
il■StanSi terkait di Pusat dan Dacrah.

BAB XII
PENGGUNAAN LABA

Pasa1 99

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Malem digunakan
rrnlrrl..uiiLuia.

a. pemenuhan dana cadangan;
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelalranan

umum, peiayanan dasar, dan usaha perintisan perumda Air
Minum Tirta Malem;

c. dividen,\,'eng rne*jadi hak Daerah;
d. tantiem untuk anggota Direksi dan Deu,an Pengawas;
e. bonus untuk pegawai; dan

f. tanggung. . .



i tanggung jaWab SOSid dal■  lingkungan/COrFο ttαιθ SOdα I

認讐 0鶴j轟
場 。

(2)KPM memp五〇ritaSkal■ penggunaan laba Perumda Air Minum
■rta Malem untuk peningkatan kuar菫 tas, kualitas, dan
kontinuitas pelayanan umu]睡 , pelayanan dasar, dall usaha
perintisan Perurnda Air Minunl setelah dana cadangan dipenuhi.

(3)Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mdem
ditttapk`通 sedap tahun oleh KPM.

Pasal 100

(1)Perumda Air Minulrl■rta Mdem wagib menyisihkan jumlah
tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana
cadangan.

(2)Penyidhan laba bersih sebagaimtana dilna.ksud pada ayat(1)wttib
dilakukan sampai dengan dana cadangan inencapai paling sedikit
20%(dua puluh persen)dari mOdd Perllmda A」 r Minum Tirta
Malem.

(3)Kewaliban penyisihan dana cadangan sebagaimana diinaksud
pada ayat(2)berlaku apabila Perumda Air Minum■ ■a Malem
lllempunyai saldo laba yang pOsiti■

(4)IDana cadangan sampai dengan」 unllah 20% (dlla puluh persen)
dari n■ odal Perlln■da Air L[inunl Tirta l亜ale藍l hanya dapat
digunakal■ untuk menutup keruJan Perumda Air Minum■rta
Malem.

(5)Apabila dana Cadangan telah lnelebihi ju璽 1lah 20シ 6(dua puluh
persen), KPM dapat llrlerFlutuskan agar kelebihan dari dana
Cadangan terSebut digunakan untuk keperluan Perulllda Air
Minum Tirtt Malem.

(6)]Direksi harlls inenge101a dana cadangan agar dana cadangan
tersebut l■ en■perOleh laba dengan cara yang baik dengan

=Lelrlperhatikan ketentuan peraturan perundang_undangan.
(7)Laba yang diper。lch dari penge101aan dana cadangan diFnaSukkan

dalain perhitungan laba ruぎ .

:Pasal 101

Di宙den Perumda Ar Minum Tirta Mdem yang mettadi hak Daerah
merupakan pertettlnaan Daerah sctelah disahkan oleh KPM.

Pasal 102

(1)Tantiem untuk:Direksi dan iDewan Pengalwas seiHttL bOnuS untuk
pegaWa:i paling饉nggi 5%(■ma persen}dari laba bersih setelah
dikurantt untuk dana cadangan.

(2)Pen■berian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinetta
Perurnda  Air  Minunl  Tirta  Malelll  dianggarkan  dan
diperhitungkan sebaga biaya.

Pasal 103

Jika perhitungan laba rugr pada suatu tahun buku menuqjukkan
adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan,
kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perumda Air
Minum Tirta Malem dan dianggap tidak mendapat laba selama
kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII



BAB XIII
EVALUASI,RESTRUKTURISASI DAN PER4BUBARAN

Bagian Kesatu
Evaltl asi

Pasal 104

(1)Evaluasi Peruirnda Air NIinurll Tirta l礎 alen■ dilakukan dengan cara
rne■■bandingkan antara target dan realisasi.

(2)Evaluasi Perurnda AiF Minum Tirta Malern sebagaimana
dirnakSud pada ayat(1}dilakukan Sekurang― kurangnya l(Satu)
tahun sekali.

(3)Evaluasi sebagailnana dirnaksud pada ayat(2)dilakukan olch
Perumda air Minum Tirta Male釜,Pemerintab.Daerah,dan/atau
kernenterian/1embaga peinerintah nOnkernenterian.

(4)Evaluasi sebagaiinana dilnaksud pada ayat(2)Ineliputi:
a,penilaian kinetta;
b.penilaian tingkat kesehatani dan
c. penilaian pelayanan.

Pasal 105

(1)Penilaian tingkat keSehatan Sebagaimal■ a dirnakSud dalainl PaSal

104 ayat(4)huruf b merupakan tclak ul{ur kinetta Perun■ da Air
卜finu■l Tirta Malenl.

(2)Penilaian tingkat kesel■ atan sebagailnana diIIlaksud pada ayat(1)
dilakukan sctiap tahun oleh Perurnda Air卜 linun■ Tirta Malerrl dan

disarllpaikan kepada KPM.

(3)Penllaian tingkat kesehatan sebagairnana dirllaksud pada a5V‐ at(1)

mettadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Malem.

(4)Bupati rnenyarnpaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada
Mienteri yang lnen)7elenggarakan urusan pernerintahan dalarn
negerl.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Pasal 1O6

(1)Restrukturisasi dilakukan dengan rrlaksud untuk lnenyehatkan
Peruinda pゝ11‐ }√inurn′rirta卜{alelll agar dapat beroperasi secara
cisicn,akuntabel,transparan,dan profesional.

(2)Restrukturisasi sebagaiinana dimaksud pada ayat(1)bertujuan
untuk:
a.rneningkatkan kinetta dan nilai Perurnda Air Minun■  Tirta

Male‐ .

b.lnen■berikan r13anfaat berupa devidel■  dan pajak kepada
Negara dan daerah;dan/atau

c. rnenghasilkan prOduk dan lavanan dengan harga yang
kolllpetitif kepada konsulllen,

(3)Restrukturisasi dilakukal■  terhadap perurncia Airヽ4inuIII Tirta
Mialenl yang terus ineneFuS rnengalanli kerugian dan kerugian
tersebut 11lengancanl kelangsungan usaha.

(4)Restrukturisasi dilaksanakan dengan rrlernperhatikan efisiensi
biaya,Inanfaat,dan resikO,

Pasal 107



Pasal 107

(1)Restrukturisasi rneliputi restrukturisasi regulasi dan/atau
restrukturisasi perusahaan.

(2)Restrukturisasi  sebagailnana  dilnaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan linelalui:

a. Restrukturisasi  internal  yang  lnencakup  keuangan,
rnanale1llen,OperaSiOnal,SiStenl dan prOSedtlri dan

b.Penataan hubungan flingsiOnal antara Pelllerintah Daerah
dan Perurnda Air nlinunl Tirta Malern untuk lnenetapkan arah
dalanl rangka pelakSal・ aan keWaliban pelayanan publik,

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalarll
Peraturan Bupati yang lnengacu kepada ketentuan peraturan
perundang― undangan.

Bagian Ketiga
Pelnbubaran
Pasa1 108

(1)Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Malen dilakukan
berdasarkan hasil analisis investasi,pellilaian tingkat kesehatan,

dan hasil evaluasi.

(2)Fungsi Perullrlda Air lヽinunl Tirta lVIalenl yang dibubarkan
Sebagairnana dilnakSud pada aVat (1) dilakSanakan 01Ch
Pel■lerintah Daerah.

(3)Kekayaan daerah hasil perribubaran Perurrlda Air WIinul■ l Tirta

■4alem dikerllbalikan kepada lDaerah.

(4)Pembubaraan Perumda Air Minum 範rta Malem ditetapkan
dengan peraturan daerah.

BAB XIV
PEふ4BINAAN DAN PENGAヽVASAN

Bagian iKesatu
Pernbinaal■

Pasal 109

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan
Pertrrnrla Air I\/Iin r rm 'l'irf a l\/olam

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh:
a. Sekretaris Daerah;
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi

pernbinaan teknis Eadan Usaha lt4ilik Daerah; dan
c. pejabat pada Pemerintah Da"erah 5,ang melaksanakan fungsi

pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal l10

Sekretaris Daerah melakukan pemlrinaan terhadap pengurusan
Perumda Air Minum Tirta Maiem pada kebijakan yang bersifat
strategis.

Pasal lll

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang rnelaksanakan fungsi
pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas
melakukan:

a. pernbinaan.



a・ pe■■binaan OrganiSaSi,lnanalemen,dan keuangan;
bo pen■binaan kepengurusal■

;

c. pembinaan pendayagunaan aset;
do pen■binaan pengen■bangan bisnis;
e.1■onito三ng dan evaluasi;
i adrrlinistrasi pel■ binaan;dan
g.fungsilttn yang dibe五 kan oleh Sekretaris Daerah.

(2)Penetapan paabat pada Pe=Le五 ntah Daerah yang=telakukan
fungSi pel■binaan teknis BUMD disesuaikl霞 l dengan perangkat
Daerah atau untt ketta pada perangkat Daerah yang inenangani
BUMD.

Bagian Kedua
Pengalwasan
iPasal l 12

(1)PengaWaSan terhadap Perumda Air Minum Tirね Malen dilakukan
untuk lnenegdく kan tata kelola perusahaan yang baik.

(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan 01ch
pengawasan internal dan pengalwasan eksternal.

(3)Pengawasan internal sebagaimana diinaksud pada ayat (2)
dilakukan 01Ch Satuan pengalWaS intern,k。 1■1量e audit,dan/atau
kornite lainnya.

(4}Pengalwasan eksterl■ al sebagairnana dilnaksud pada ayat(2)
dilakukan  01eh  Perrlen.ntah  :Daerah  atau  lembaga  lain
berdasarkan peraturan perundang… undangan.

(5)Pengawasan 01ch Pemerintall Dacrah ttbagamana dimaksud
pada ayat(4〕 dilakukan oleh perangkat daerah yang

=lelaksanakan fungsi pengalwasan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal l 13

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi perumda Air
Minum Tirta Malem yang telah ditetapkan sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa
jabatan berak-hir.

Pasal 1 14

Perjanjian kerja"sama dan perjanjian kontrak yar,g telah dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku
sampai dengan habis masa }:erlakunva.

Pasal 115

Stempel, tata naskah, surat menyurat, dan korespondensi perumda
Air Minum ?irta Malern yang telah ada sebelum peraturan Daerah ini
beriaku, wajib menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal l16

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem yang ada tetap
menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya peraturan Direksi
mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Malem berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

BAB XVI...



BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa.1117

Sernua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perurnda Air
Minulll Tirta Malem,dinyatakan inasih tetap berlaku sepanり ang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal l18

Direksi, De、van Pengawas, dan Kepegalwaian Perurnda Air Minulll
Tirta Malern l■ lenyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling
larnbat 6(enarn)bulan Sqjak_ditetapkan.

Pasal l19

Pada saat Peraturan IDaerah ini Frllllai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10
Tahun 1990 tentang Perusahaan iDaerah A:ir酵 iinulll Kabupaten
Dacrah■nょat II Karo;

bo Peraturan Daerall Tingkat II KaroNolmor 24 Tahun 1997 tenttg
Nama dan Logo Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II Karo(Lembararl Daerah KabupatenDaerah
驚ngkatII Karo Tahun 1999 Nol■ or 14,Se五 D Nol■or 3);dan

co Peraturan Daerah Nornor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum Tirtt Malem,(Lembaran Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2017 Nolmor 02, Ta]mbahan l′embaran Dacrah
Kabupaten Karo Nolmlor 01)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daiam Lembaran
Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kaba]町 lahe
pada tangga1 21 Dleser1lber 2023

BUPATIIもへRO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG
:Diundangkan di KabanJahe
pada tangga1 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KA]VIPERAS TERKELIN PURBA

LEIMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO,PROVINSISUMATERA UTARA:
{8-158/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA HUKUM

KAB.KARO,

MONICA PURBA,SH
NIP.197305292005022001



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NO]V[OR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMU卜 I DAERAH AIR R41NUL〔 TIRTA l頭ALEM

I.UMUM
D}engan diundangkannya Peraturan Pelinerintah Nolnor 54 Tahlln 2017

tentang IBadan Usaha Milik IDaerah, perlu dilakukan penyesuaian untuk
nleningkatkal■ kinetta dan pelayanan Perusahaan Urnu11■ Daerah Air LIinurn
inelalui penataan Organ,kepegattγ aian,dan perinodalan sesuai dengan prinsip
tata ke101a pcrusahaan yang baik pada Pcrusahaan Urnuin Daerah Airヽ 〔inunl.

Peru$ahaan  lJ=nuttl  Daerah  l建_en■bcrikan  kontribu$i  terhadal｀
pernbangunan ekOnOrlli dan pelayanan kepada rnasyarakat.Pernerintah
lDaerah dituntut untuk dapat lineningkatkan perturnbuhan perekOnOI11lan
daCrah guna rneヽruJudkan peningkatan kescJahteraan lnas3Farakat.lJntuk

ineWujudkan hal tersebut Perusahaan Umu:盤 Daerah Air iMinulin Tirta Malem
il■erupakan salah satu Pcrusahaal■  Dacrah yang berfungsi antara lain
IIlenyalurkan air bersih dan inenyediakan sarana serta prasarana air bersih,

dan  diharapkan  rnan■ pu  berpartisipasi  dalanl  incnggerakkan  rOda
perekonOnlian daerah.

(Dleh karena itu, diperlukan adanya Perattlran Daerah yang lm.erlluat

ketentuan rrlengenai restrukturisasi perusahaan sebagai alat dan cara
pernbenahan Perurnda Air h4inum untuk rnencapai cita― citanya serta inenjadi
landaSan bagi upaya peningkatan kine可 a Perurnda.Air卜 Iinl11■l SeSuai dengan

harapan Penlerintah Dacrah.
E)isall■ping itu pengaturan dalarrl Peraturan IDaerah ini,dilnaksudkan

untuk rnem_pertegaS dan ineinpettelas hubungan Pcrurnda Air卜 Iinunl sclaku
OperatOr usaha dengan Peinerintah Daerah sebagai regulator.

II.PASAL DEMI PASAL
Pasal l

Cukup jelas,
Pasa1 2

Cukupjelas.
Pasa1 3

Cukup jelas.
Pasa1 4

Cukup jelas.
Pasa1 5

Cukupjelas
Pasa1 6

Cukup jelas.

Pasa1 7

Cukup jelas.
Pasa1 8

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan``InOdal''adalah r1lodal perusahaan daerah
yang terdiri untuk seluruhnva atau sebagian dari kekayaan daerah

yang dipisahkan.



Ayat(2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Ctlkup jelas.

Ayat(4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Huruf a
Yang dilnaksud denga■  APBD Ineliputi proyek APBD.yang
dikelola oleh Pcrumda Air Minum Tirta Malem dan/atau
piutang Daerah pada Peruinda Air l組 inurn Tirta Malelrl yang

dijadikan sebagai penyertaan inodal lE)aerah.

Huruf b
Yang diIIlaksud dengan "konversi dari pil可 alllan" adalah
pinJarrlan IE)aerah yang dikonversi dalarll bentuk penyertaan

inodallDacrah pada Perurnda Air卜 盤nurn Tirta卜{alenl.

Ayat(6)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc
Yang dirnaksud dengan・ surnber lainnyar adalah pil電 arllan yang

berasal dari len■ baga kcuangarl bank atau nonbal■ k sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang― Undangal.

ノヘ、yat(7)

Cukup jelas.

Ayat(8)

Huruf a
Yal■ g diinaksud  dcngan  tlkapitalisasi  cadangal■ 't  adalah

penarnbahan I■ odal disetOr yang berasal dari cadangan.

Huruf b
Yang dirnaksud dengan "keuntungan revaluasi aset' adalah
selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasa1 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Avat(1)

Cukup jelas,

Ayat(2)

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas,

Hurufc
PenugaSan PCInerintah l)aerah kepada Perurnda Air Minurn
Tirta Malenl harus disesuaikan dengan jenis penugasan
Pemerintah Daerah dan tttuan Perurnda Air Minum Tirta
NIalenl.

Ayat(3)

Cukupjelas,
Avat(4)

Cukup」 elaS.



Aizat {5)
/'\,,1,,,*:^1^^L,u NL.r F, JCtcro.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas..
Pasal 1 1

Cukup jeias.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasai 15

A-,^+ 11\ral d.L t i,l
Diputuskan oleh KPM dalam kondisi peristir.va hukum antara lain
penggabungan, kemitraan atau pailit'

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas"
Pasal 17

Cukup jelas"
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasai 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Crrl'rr^ iol--vqr\ul/ JLrcJ.
Pasal 2 1

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
p^^^I a?I GD4I ZV

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
PasaI 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
t>^^^l ?rlI asai J\J

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas.



Pasa1 32

Cukup」 elaS

Pasa1 33

Cukup jelas.
Pasa1 34

Cukup jelas.

Pasa 35

Cukup jelas.
Pasa1 36

Cukup jelas,

Pasa1 37

Cukup jelas
Pasa1 38

Cukup jelas.
Pasa1 39

CukuD ielas_

Pasa1 40

Cukupjelas.
Pasa1 41

Cukup jelas.
Pasa1 42

Cukllp jelas.

Pasa1 43

Cukupjelas.
Pasa1 44

Cuktlp jelas.

Pasa1 45

Cukup jelas.
Pasa1 46

Cukup jelas.

Pasa1 47

Cukup jelas.

Pasa1 48

Cukup jelas.

Pasa1 49

Cukup jelas.
Pasa1 50

Cukup jelas.
Pasa1 51

Cukup jelas.

Pasa1 52

Cukup jelas.
Pasa1 53

Cukup」 elaS.

Pasa1 54

Cukup jelas.
Pasa1 55

Cukup jelas.
Pasa1 56

Cukupjelas.
Pasa1 57

Cukup jelas.



Pasa1 58

Cukup jelas.

Pasa1 59

Cukup jelas.
Pasa1 60

Cukup jelas,

Pasa1 51

Cukup jelas.
Pasa1 62

Cukup jelas
Pasa1 63

Cukup jelas,

Pasa1 64

Cukup jelas.
Pasa1 65

Cukup jelas.

Pasa1 66

Cukup jelas.
Pasa1 67

Cukup jelas.

Pasa1 68

Cukup jelas.
Pasa1 69

Cukupjelas.
Pasa1 70

Cukup jelas.

Pasa1 71

Cukup jelas.

Pasa1 72

Cukuo ielas.

Pasa1 73

Cukup jelas.

Pasa1 74

Cukup jelas
Pasa1 75

Cukup jelas.
Pasa1 76

Ctlkupjelas.
Pasa1 77

Cukupjelas.
Pasa1 78

Cukup jelas.
Pasa1 79

Cukupjelas.
Pasa1 80

Cukup jelas.

Pasa1 81

Cukup jelas
Pasa1 82

Cukupjclas.
Pasa1 83

Cukup jelas.



Pasa1 84
rヽ 1.し "′、1。1_。
‐ uAuyJし ■aO・

Pasa1 85

Cukup jelas.
Pasa1 86

Cukup jelas,

Pasa1 87

Cukup jelas.

Pasa1 88

Cukup jelas.

Pasa1 89

Cukup jelas.
Pasa1 90

Cukup jelas.
Pasa1 91

Avat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Huruf a
Yang  diinaksud  dengan  prinsip  “transparansi''  adalah
keterbukaan  dalaHl  rnelaksanakan  proses  pengan■ 等ilal■

keplltusall dan keterbukaan dalanl rnengungkapkan inforinasi

yang relevan rnengenai perusahaan.

Hurul｀ b
Yang diFnaksud dengan prinsip.`akuntabilitas''adalah kQ:lelasan

fungSi,pClakSanaan,dan pertanggung」 au.:aban Organ Sehingga
penge101aan perusahaan terlaksana secara cfektif`

Hurufc
Yang dilnaksud dengal■ prinsip``pcrtanggungiaⅥraban''adalah

kesesuaian dalanl pengelolaan perusahaan terhadap peratllran

perundang― undangan dan prinsip kOrpOrasi yang sehat.
Huruf d

Yang dirnaksud dengan prinsip``kerllandirian''adalah keadaan

diinana  perusahaan  dike101a  secara  professional  tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
lnanapun yang tidak sesuai dengan ketentual「 l peraturan
perundang― undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Hurufe
Yang diFnakSud dengalll prinSip ``keu″ ε、iaran'' adalah keadilan
dal■  kesetaraan  di  dalarrl  l輸 ernenuhi  hak  pernangku
kepentingan(Stakeh01derS)yang tirnbul berdasarkan pettanjian

dan peraturan perundang―undangan.
Ayat(3)

Cukup jelas.
Ayat(4)

Cukup jelas.
Ayat(5)

Cukup jclas.
Pasa1 92

Cukupjelas.
Pasa1 93

Cukup jelas,



Pasa1 94

Cukup jelas,

Pasa1 95

Cukup jelas.

Pasa1 96

Cukup jelas.

Pasa1 97

Cukup jelas.
Pasa1 98

Cukup jelas.
Pasa1 99

Ayat(1)

Huruf a

Yang dilllaksud dengan``]Dana Cadangan''adalah bagian laba
PeruIIlda Air ⅣIinun■ yang dibcntuk dengan tujuan untuk
IIlenlperkuat r1lodal.

Huruf b
Cukup jelas,

Hurufc
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dirllaksud dengan“ tantielll''adalah bagian laba Perurnda

Air卜linullll yang diberikan kepada De、ぇ「an Penga、、「as dan]Direksi

yang berdasarkan pada suatu presentasi atau jur11lah tertentu

dari peruSahaan Setelah kena paiak.
Hurufe

Yang dilllaksud dengan``bonus untuk pega、Arai''adalah bagian

laba Perurnda Air 卜linull■ yang dibagikan kepada pegawai
sebagai bcntuk pcnghargaan atas kine■ a yang tclah dilakukan

selaIIla setahun

Huruff
Yang  diIIIaksud  dengan  “talllggung jaurab  sosial  dan
lingkungan/Cο :T)ο

“

αjθ  SOSjα :  ″eSipοれSibj“ ty  adalah  Suatu

tindakan atau konsep yang dilakukan oleh Perunlda Air卜 Iinurn

sebagai bentuk tanggung jaurab sosial dan lingkungan sekitar

dilnana perusahaan itu berada.

Avat(2)

Cukupjelas.
Ayat(3)

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101

Cukup jelas.

Pasa1 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukupjelas.
Pasal 105

Cukup jelas.



Pasal 106

Cukup jelas,

Pasa1 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.
Pasa1 110

Cukup jelas.
Pasal lll

Cukup jelas,
Pasal l12

Cukup jelas.

Pasal l13

Cukup jelas.

Pasal l14

Cukup jelas.

Pasal l15
Cukup jelas,

Pasa1 116

Cukup jelas.

Pasa1 117

Cukup jelas.

Pasal l18

Cukup jelas.

Pasal l19
Cukup jelas

Pasa1 120

Cukup jelas.
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LAlVIPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOIVIOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSA:HAAN  UMU卜 I  DAERAH  AIR
卜[INUR[T]RTA rИ ALE]Л

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANG00TA DEWAN
PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA]И ALE]V[

NO Indikator UKK
Bobot

Penilaian

lndikator

Nilai yg diperoleh

atas lndikator UKK

{1-10)

Nilai Al(hir UKK

(1) ′2〕 f3〕 f41 (5)=(3}x(4)
Pengalal■lan %

`:1......

b.

c"dst
2 Keahlian %

a.....

c.dst
3 Integritas

Moral
dan %

a

b....,

c.dst
4 Kepemimpinan %

a,

b....

c.det
5 Pelnaharnan atas

penyelenggaraan
Pel■erintahan

daerah

%

a.....

b

c.dst
6 Memlliki

k-ernauan yang
kuat dan dedikasi
tinggi

%

a.....

b.._

c.dst

Total 100%

b.… Ⅲ



Petunjuk Pengisian:

(1)Diisi nomor halaman.

(2)Indikator UKK sebagairnana dirnaksud dalanl Pasa1 31 dan Pasa1 55.

(3)a.Bobot  Penilaian  lndikator  UKK  atas  pell■ ahaman  terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggOta IDe、 van Penga、アas

sebesar 20シ6 dan Bobot Penilaian lndikator Lainnya ditentukan olch

panitia seleksi.

b.:3obot Penilaian lndikator UKK terhadap anggota E)ireksi ditentukan oleh

Panitia seleksi.

(4)Nilai yang diperoleh atas lndikator UKK.

(5)Nilai Akhir UKK yang akan direkolnendasikan sebagaiinana dilnaksud dalarn

Pasa1 33 ayat(6)atau Pasa1 57 ayat(4).



NO Indikator UKK

Bobot
Penilaian

lndikator

Nilai yg diperoleh

atas indicator UKK

(1-10)

Nilai Akhir UKK

(1) (2〕 (3) 〔4) (5)=(3)x14)

Pengalaman 209も 8 50 70

a.

b.....

c.dst

2 Keahlian 15% 7,00 1,05

a.

b.....

c.dst
3 Integritas

Moral
dan 7,00 1

,
05

a..

b
- -1 -LU.(-lliL

4 Kepemimpinan 20% 7,50 1,50

a.

b

c.clst
度
J Pemahaman atas

penyelenggaraan
Pemerintahan
daerah

25% 7,50 1,50

a.

c.dst
6 Memiliki kemauan

;.aug krrat dan
dedikasi tinggi

5% 8,00 0,40

a.

b_.
c.rlst
Total 100% 7,58

TABEL CONTOH PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

BUPATI KARO′

嬌
ユな＋

ｔ

CORY SRIWATY SEBAYANG

15%

b.....


